BAB I   

PENDAHULUAN

1.1.  Informasi Umum
· Pembentukan SKPD
Dinas Perhubungan  Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Prop Sumbar sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

· Visi

Visi dari Dinas Perhubungan yaitu : “ Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi Yang Handal dan Terpadu”.

· Misi
a. Meningkatkan Kualitas dan keterpaduan pelayanan Transportasi Yang Berkelanjutan;

b. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Serta Fungsi Pengawasan Sektor Transportasi;

c. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
d. Meningkatkan Fungsi Forum Koordinasi Lalin Angkutan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Transportasi;

1.2.   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara  harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara  menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan  dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut,  Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat disusun  dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  APBD TA 2017. Sebagai  wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun  meliputi : 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Neraca, 

3. Laporan Operasional (LO)

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

· menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam  periode berjalan.
· menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
· menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
· menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
· menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
· menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.
Dalam  penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor  238/PMK-05/2011 tentang  Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

· Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

· Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi  APBD TA 2017,  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat   mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Guna  mengurangi  perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  maka dalam proses penyusunan dan  penyajian Laporan Keuangan  dilakukan  langkah pemetaan atau konversi.  Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP. 

1.3.  Landasan Hukum  Penyusunan Laporan Keuangan 

Landasan hukum yang mendasari  penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

· Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat   Undang-Undang Dasar 1945.

· Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
· Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

· Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
· Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

· Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
· Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
· Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

· Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah 
· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
· Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

· Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

· Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4.  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan  mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain  yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA  2018  meliputi hal-hal berikut  :
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            APBD 

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan  
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3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan  

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

4.2. Basis Akuntansi yang  mendasari penyusunan Laporan Keuangan  
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5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
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BAB  II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN  KEUANGAN

SERTA PENCAPAIAN  TARGET KINERJA  APBD

2.1 Ekonomi Makro
Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Provinsi dibidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar diharapkan mampu menciptakan system transportasi yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

· Melengkapi sarana dan prasarana perhubungan di kab/kota dan propinsi sesuai kebutuhan secara bertahap.

· Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang perhubungan.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan prov. Sumbar juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu melengkapi fasilitas sarana angkutan jalan melalui satker LLAJ, membangun dermaga dan fasilitas kelengkapan penyeberangan melalui Satker LLASDP. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah propinsi dibidang perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas perhubungan yang diarahkan untuk menata system transportasi di Provinsi Sumbar sesuai kebutuhan.
Dalam rencana kerja tahun 2018, Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat menetapkan 13 Program yang didukung oleh 68 Kegiatan yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 kegiatan;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  8 kegiatan;

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 kegiatan;

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber  Daya Aparatur 1 kegiatan;

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 kegiatan;
6) Program perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset 3 kegiatan;

7) Program peningkatan pelayanan kedinasan 1 kegiatan
8) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 kegiatan;

9) Program Peningkatan dan Pengamanan  Lalu Lintas 19 kegiatan;
10) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Trasportasi Laut 3 kegiatan;
11) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 kegiatan
12) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 10 kegiatan;
13) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian 2 kegiatan;
2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan  anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat  tahun 2018 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut 
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kinerja yang dicapai adalah terwujudnya kelancaran pengiriman surat menyurat Dinas Perhubungan dalam tahun 2018.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon
Kinerja yang dicapai adalah terbayarnya tagihan listrik, telepon dan air selama satu tahun 2018
c. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya peralatan & perlengkapan knt berupa bendera 12 bh, spanduk 100 bh, Roller blend 40 bh, dan CCTV 1 unit.
d. Penyedian jasa jaminan brg milik Daerah

Kinerja yang dicapai adalah terbayarnya pajak 1 rumah jabatan dan 4 Unit Kendaraan Dinas Perhubungan tahun 2018.
e. Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor

Kinerja yang dicapai adalah terpenuhinya tenaga kebersihan, pengamanan, 5 sopir kantor  dan 5 terminal tipe B di kab/kota provinsi sumatera barat
f. Penyedian alat tulis kantor

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya Alat Tulis kantor untuk Dinas dan 5 terminal tipe B  tahun 2018.
g. Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan pengandaan untuk Dinas dan 5 terminal tipe B
h. Penyediaan komponen inststalasi listrik / penerangan kantor

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangaan untuk Dinas dan 5 terminal tipe B
i. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan per undang-undangan untuk 12 bulan
j. Penyediaan makanan dan minuman

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman rapat serta makan dan minum harian untuk petugas terminal untuk 1 tahun
k. Rapat koordinasi & konsultasi keluar/dalam daerah

Kinerja yang dicapai adalah dihadirinya rapat-rapat luar dan dalam daerah selama 12 bulan
l. Penyediaan jasa Informasi, dokumentasi  dan publikasi
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya jasa Informasi, dok.  dan publikasi untuk Dinas dan 5 terminal tipe B
m. Penyediaan jasa fisik dan mental aparatur
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya jasa fisik dan mental aparatur selama 12 bulan
n. Penataan dan Pengelolaan Arsip

Kinerja yang dicapai adalah tertatanya dan terkelolanya arsip pada kantor Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat
o. Operasional Korp Musik

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya biaya operasional korsik pada kantor Dinas
Perhubungan Prov. Sumatera Barat untuk 12 bulan
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.
a. Pengadaan Meubeleur
Kinerja yang dicapai adalah tarlaksananya pengadaan meja kerja Ess. II, III, kursi kerja Ess. II, III dan kursi kerja biasa pada Dinas Perhubungan tahun 2018.
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pengadaan komputer dan printer Dinas dan 5 Terminal Dinas Perhubungan tahun 2018
c. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pengadaan Warles, Kamera Digital, Microphone dan toa selama 1 tahun
d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/Dinas/Mess
Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya rumah jabatan pada Dinas Perhubungan  Prov Sumatera Barat.
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan  serta gedung dan bangunan 5 terminal tipe B Prov Sumatera Barat.
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan  Dinas/Operasional
Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya kend. Dinas ops pada Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun
g. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya meubelair pada kantor Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun

h. Pemeleliharaan rutin/berkala perlengkapan & peralatan kantor

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan dan peralatan  kantor Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun
i. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya Alat Instalasi Listrik,Air,Telp Kantor kantor Dinas Perhubungan dan 5 terminal tipe B Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi kantor Dinas Perhubungan dan 5 terminal tipe B Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun
k. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya komputer, jaringan dan printer kantor Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 1 tahun
l. Pengelolaan, pengawasan & pengendalian asset SKPD

Kinerja yang dicapai adalah terbayarnya honoraium tenaga Pengelolaan, pengawasan & pengendalian asset SKPD kantor Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan
m. Pembangunan Garase dan Parkir Mobil
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pembangunan Garase Sepeda Motor Dinas Perhubungan tahun 2018
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya pakaian dinas pegawai Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 140 orang 
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya penilaian resiko serta penyusunan SIP secara bertahap
c. Pengadaan Mesin Absensi

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya mesin absensi  2 unit
4. Program Peningkatan Sumber  Daya Aparatur;
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU.
Kinerja yang dicapai adalah terikutinya sosialisasi per UU dalam dan luar provinsi dari Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan 
5. Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kinerja yang dicapai lancarnya penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perhubungan  Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan
b. Penatausahaan Keuangan SKPD

Kinerja yang dicapai lancarnya penatausahaan keuangan pada Dinas Perhubungan  Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan
c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD;
Kinerja yang dicapai lancarnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja pada Dinas Perhubungan  Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan  
d. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Kinerja yang dicapai lancarnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD pada Dinas Perhubungan Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
a. Peningkatan fasilitas terminal tipe B di sumatera barat

Kinerja yang dicapai tersedianya fasilitas prasarana terminal tipe B di sumatera barat.
7. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas;
a. audit keselamatan jalan

Kinerja yang dicapai menurunnya Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di daerah provinsi sumatera barat.
b. Pengadaan Dan Pemasangan sarana perlengkapan jalan
Kinerja yang dicapai tersedianya Pengad. & pemas. Sarana Perlengkapan jalan pada pada ruas jalan provinsi sebanyak 6 kab/kota di sumatera barat

c. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Sumatera Barat;
Kinerja yang dicapai terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan 8 buah RPPJ di Sumatera Barat  di 3 kab/kota.
d. Penyuluhan / Sosialisasi Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Kinerja yang dicapai adanya perubahan perilaku masyarakat dan pelajar dalam berlalu lintas menjadi lebih baik.

e. Mendukung Embarkasi Haji tentang Keselamatan penerbangan
Kinerja yang dicapai terlaksananya sosialisasi keselamatan penerbangan ke calon jemaah haji sebanyak 7.000 peserta
f. Pengadaan Dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour de of singkarak
Kinerja yang dicapai tersedianya Pengadaan & pemasangan Sarana Perlengkapan jalan pada Lintasan Tour De Singkarak yaitu 200 buah rambu, 815 M2 Marka
g. Investigasi Kecelakaan dan Investigasi Daerah Rawan Longsor Dan Bencana Alam
Kinerja yang dicapai terlaksananya inventarisasi daerah rawan kecelakaan, rawan longsor dan bencana alam pada ruas jalan nasional dan provinsi di Sumatera Barat  
h. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

Kinerja yang dicapai terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas di Sumatera Barat  dari 30 pelajar SLTA dan 2 orang ke tingkat nasional.
i. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggara Angkutan Perintis;
Kinerja yang dicapai terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggara Angkutan Perintis di 2 kab/kota diSumatera Barat. 
j. Optimalisasi pemakaian kendaraan Derek

Kinerja yang dicapai terlaksananya Operasional Mobil Derek untuk tahun 2017.
k. Pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang umum di terminal type B dijalan
Kinerja yang dicapai terlaksananya Penertiban perizinan kendaraan angkutan penumpang umum selama 3 kali pada 5 terminal type  B  di Sumatera Barat

l. Forum Komunikasi PPNS Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum 
Kinerja yang dicapai terselenggaranyaa  Koordinasi teknis PPNS 2 kali dalam tahun 2017

m. Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Kinerja yang dicapai terlaksananya Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat sebanyak 50 orang peserta tingkat provinsi dan 2 orang Tk. Nasional
n. Satuan tugas pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)
Kinerja yang dicapai Terlasananya Tugas-Tugas Operasional Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk 12  bulan
o. Pemeriksaan laik jalan angkutan penumpang umum
Kinerja yang dicapai terciptanya kenyamanan dan keselamatan dijalan terhadap penumpang angkutan umum.
p. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dengan Instansi Terkait
Kinerja yang dicapai terlaksananya penertiban/razia kendaraan bermotor dengan instansi terkait pada 6 titik ruas jalan provinsi/nasional di Sumatera Barat
q. Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor

Kinerja yang dicapai terbina dan terawasinya bengkel karoseri industri kendaraan bermotor sebnyak 25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri di sumatera barat.
r. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kinerja yang dicapai terlaksananya Forum lalin angk. Jalan  di Sumatera Barat   yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam tahun 2017
8. Program Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut;
a. Pengawasan Pelayaran Angkutan Laut Perintis

Kinerja yang dicapai terlaksananya Pengawasan Angkutan Laut Perintis di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu dan NAD berupa 1 laporan
b. Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran 
Kinerja yang dicapai terlaksananya Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran dan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Kab/Kota se Sumbar 
c. Subsidi kapal penumpang Mentawai Fast trayek Padang-Mentawai

Kinerja yang dicapai peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut di sumatera barat.

9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
a. Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespen 

Kinerja yang dicapai terlaksananya Pemeliharaan 2 unit X-Ray, 2 unit walk Trough, 8 unit hand metal detector Fasilitas Kespen
b. Pemeliharaan/perawatan (Rambu, marka,Guadril,Deliniator dan Traffic Light) sarana perlengkapan jalan
Kinerja yang dicapai terlaksananya Pemel rutin/berkala Perlengkapan Jalan sebanyak  6 paket
10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
a. Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Kinerja yang dicapai terlaksananya pelaksanaan Lomba tertib lalu lintas pada 15 kabupaten kota di Sumatera Barat.
b. Pemilihan Abdi Yasa Teladan
Kinerja yang dicapai Terbinanya dan Terciptanya Perubahan Prilaku Pengemudi / Awak Kendaraan Umum di Sumatera Barat agar Lebih Tertib
c. Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan
Kinerja yang dicapai tersusunnya data base angkutan jalan sebagai pedoman pelayanan perizinan angkutan umum di Sumatera Barat
d. Pengawasan dan Pembinaan Bandara di Sumatera Barat
Kinerja yang dicapai terlaksananya pengawasan bandara-bandara di di Sumbar berupa 1 laporan.

e. Pengawasan Penerbangan Angkutan Udara Perintis Dari/Ke Bandara Internasional
Kinerja yang dicapai jumlah rute yang diawasi mengunakan angkutan udara perintis.
f. Pemantauan Angkutan Lebaran

Kinerja yang dicapai terlaksananya pemantauan Angkutan Lebaran pada 19 kab/kota di Sumatera Barat  
g. Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Kinerja yang dicapai terlaksananya kegiatan pembinaan angkutan umum yang berpengaruh kepada terpenuhinya standar pelayanan angkutan umum.
h. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angakutan Umum (SIMPAU)
Kinerja yang dicapai terlaksananya Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum di Sumatera Barat  sebanyak 1 paket.
i. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Type B

Kinerja yang dicapai  Jumlah Hasil Monitoring / Pembinaan Terminal Type B
j. Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Kinerja yang dicapai terwujudnya pengemudi angkutan umum yang disiplin berlalu lintas dijalan.

k. Penyusunan Buku statistik Perhubungan

Kinerja yang dicapai terlaksananya Penyusunan Buku statistik Perhubungan Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen dan 250 buku
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
a. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api
Kinerja yang dicapai tersedianya Sarana MRL perlintasan jalan kereta api di Sumatera Barat sebanyak 1 paket

b. Sosialisasi Kemanan dan Keselamatan Kereta Api 

Kinerja yang dicapai terlaksananya Sosialisasi Kemanan dan Keselamatan Pada Jalur KA pada 90 orang  dan 3 kab/kota
BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar  Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2017 Dinas Perhubungan terdapat 2 (dua) sumber pendapatan asli daerah, dan satu sebagaimana rincian table dibawah ini.
· Perbandingan Realisasi dengan  Target Pendapatan 2017
	              Jenis pendapatan
	Anggaran
	 Realisasi
	

	
	Rp
	Rp
	%

	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	

	Pendapatan Retribusi Daerah
	141.100.000,00
	168.246.200,00
	119,24

	Retribusi Pemakaian  

 Kekayaan Daerah
	6.100.000,00
	12.850.000,00
	210,66

	- Kendaraan Bermotor
	6.100.000,00
	12.850.000,00
	210,66

	    
	
	
	

	Retribusi Izin Trayek
	135.000.000,00
	155.396.200,00
	115,11

	- Pemberian Izin Trayek 

  kepada orang pribadi
	135.000.000,00
	155.396.200,00
	115,11

	                    Jumlah
	141.100.000,00
	168.246.200,00
	119,24


3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017  sebesar Rp.  19.749.965.187,00 Jumlah  tersebut  mencapai 65,48 % dari  anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 30.161.133.143,00 dengan rincian sebagai berikut:
	          Jenis Belanja
	Anggaran
	Realisasi

	
	Rp
	Rp
	%

	Belanja Pegawai
	19.541.089.359,00
	10.839.714.236,00
	55,47

	Belanja Barang dan Jasa
	10.377.243.784,00
	8.688.281.951,00
	    83.72 

	Belanja Modal
	          243.000.000,00 
	          221.969.000,00 


	    91.35 



	Jumlah
	30.161.333.143,00
	19.749.965.187
	65,48




(dalam satuan rupiah)


Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 19.541.089.359,00 terealisasi sebesar Rp. 10.839.714.236,00 atau  sebesar 55,47 % yang merupakan sisa belanja pegawai sebagai akibat dari peralihan pegawai dinas perhubungan ke pegawai kementrian perhubungan sebanyak 114 orang.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 10.377.243.784,00 terealisasi sebesar Rp. 8.688.281.951,00 atau sebesar 83.72 %. Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 243.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.   221.966.000,00 atau sebesar   91,35  %.
Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Program ini mempunyai 14 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.818.091.016,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.919.985.813,00 atau 76,48 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.713.200,00 atau 64,45 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.806.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja perangko, materai, dan BBM setelah direalisasi sesuai kebutuhan dinas dan banyak surat yang dikirim melalui E-Mail dan Fax. 
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 498.146.016,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.277.978,00 atau 37,39 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 311.868.038,00 yang merupakan efisiensi pemakaian sumber daya listrik dan air yang direalisasikan sesuai kebutuhan dan pada anggaran direncanakan untuk 2 gedung kantor dan 5 terminal, ternyata sampai akhir tahun anggaran 2017 penyerahan asset dari kabupaten/kota ke provinsi belum tuntas. 
c. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 39.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.715.000,00 atau 94,14 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.285.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian jasa Pearalatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli berdasarkan standar harga.
d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.278.984,00 atau 92,44 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.721.016,00 yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pajak bumi dan bangunan rumah jabatan serta asuransi kendaraan operasional dinas. 
e. Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.478.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.234.877.267,00 atau 83,52 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 243.622.733,00 yang merupakan sisa dari realisasi yang pada anggaran awal direncanakan untuk 2 gedung kantor dan 7 terminal, ternyata sampai tahun anggaran 2017 penyerahan asset dan personil oleh kabupaten/kota belum selesai. 
f. Penyedian Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 139.995.500,00 atau 99,99 % dan bersisa anggaran sebesar Rp.  4.500,00 yang merupakan efisiensi.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 107.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.324.500,00 atau 92,68 % dan bersisa anggaran sebesar Rp.  7.850.500,00 yang merupakan efisiensi dan dampak dari beralihnya kewenangan pengujian kendaraan bermotor ke kabupaten/kota yang mengunakan barang cetakan pengujian. 
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.998.844,00 atau 99,99 %. dan bersisa anggaran sebesar Rp.  1.156,00 yang merupakan efisiensi.
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.840.000,00 atau 44,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 20.160.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian bhn bacaan & perat. per-UU. Tidak dapat direalisasikan karena banyak peraturan yang di download melalui internet dan awalnya direncanakan untuk 4 bidang 1 sekretariat dan 1 UPTD.
j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 440.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 231.520.000,00 atau 52,62 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 208.480.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian makanan dan minuman yang awalnya dianggarkan untuk makan minum petugas terminal sebanyak 8 terminal berdasarkan hasil kerja P3D konkuren hanya 5 terminal yang beralih ke dinas perhubungan provinsi
k. Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 772.312.640,00 atau  90,86 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 77.687.360,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan BBM, biaya perjalanan dalam dan luar daerah.
.
l. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 30.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 26.302.000 atau 87,67 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.698.000,00, hal ini sesuai dengan acara yang perlu dilipublikasikan disamping itu pada masing-masing kegiatan rata-rata sudah mealokasikan untuk biaya publikasi.
m. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 91.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 84.697.000,00 atau 92,31 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 7.053.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi sesuai kebutuhan biaya instruksur senam dan penceramah agama yang dibayarkan sesuai dengan Pergub yang berlaku.
n. Penataan Dan Pengelolaan Arsip

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.132.900,00 atau 39,48 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 7.867.100,00 tidak dapat direalisasikan yang terdiri dari sisa belanja alat tulis kantor Rp. 400.000,00 dibelanjakan sesuai kebutuhan dan Rp. 7.467.100,00 merupakan honor pengelola arsip yang tidak dibayarkan karena sesuai dengan SK.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini mempunyai 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 736.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.  619.565.000,00 atau  84,15 %, dengan kegiatan sebagai berikut “

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100 % 
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 351.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 334.926.000,00 atau 95,36 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 16.274.000,00  yang merupakan efisiensi dan sisa tender. 
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 136.680.900,00 atau 78,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.319.100,00 yang merupakan sisa jasa service kendaraan dan bahan bakar minyak kendaraan untuk Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.995.000,00 atau 99.97 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 5.000,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan Moubeleur.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.696.500,00 atau 47,12 % dan bersisa anggaraan sebesar Rp. 42.303.500,00 yang merupakan sisa realisasi sesuai kebutuhan dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. 
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.181.600,00 atau 57,66 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 14.818.400,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan instalasi dan jaringan yang semula di anggarkan untuk 2 gedung kantor dan 8 terminal, terealisasi hanya untuk 1 gedung kantor dan 5 terminal.
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi Dan Alat Informasi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.900.000,00 atau 98 % dan bersisa anggaran sebesar Rp.  100.000,00 yang merupakan sisa dari pemeliharaan rutin/berkla alat studio dan alat komunikasi yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.185.000,00 atau 75,92 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.815.000,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan komputer, laptop,notebook dan printer kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 193.235.000,00  dan terealisasi sebesar Rp. 150.925.000,00 atau 78,10 %, dengan kegiatan sebagai berikut “

a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 10.000.000,00  dan terealisasi sebesar Rp. 9.988.000,00 atau 99,88 %, dan bersisa anggaran sebesar Rp. 12.000,00 yang merupakan realisasi dari pembelian mesin absensi atau sisa tender. 
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 183.235.000,00  dan terealisasi sebesar Rp. 140.937.000,00 atau 76,91 %, dan bersisa anggaran sebesar Rp. 42.298.000,00 yang merupakan realisasi dari pakaian dinas sesuai kebutuhan. 
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber  Daya Aparatur;

Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp189.675.869,00 atau 63,22 %, dengan kegiatan sebagai berikut “
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 189.675.869,00 atau 63,22 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 110.324.131,00 yang merupakan sisa dari perjalanan dinas dalam daerah dan belanja bimtek yang direalisasi sesuai kebutuhan dan mengacu ke Pergub standar biaya.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 278.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 172.399.800,00 atau 62,01 %, dengan kegiatan sebagai berikut “

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 999.800,00 atau  2,49 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 39.000.200,00 yang merupakan sisa dari penjiidan yang direalisasikan sesuai kebutuhan serta sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah yang salah penempatan anggaran Rp. 22.328.000,00 dan tidak dapat direalisasikan.
b. Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 238.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 171.400.000,00 atau 72,01 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 66.600.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi honor yang mengacu ke Pergub standar biaya. 

6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset;

Program ini mempunyai  kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 261.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.067.935,00 atau 79,20 %, dengan kegiatan sebagai berikut “
a. Penyusunan Perencanaan & Penganggaran SKPD

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.587.800,00 atau 43,91 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.412.200,00 yang merupakan sisa dari pengandaan Rp. 7.498.200,00 yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.774.587,00 atau  74,51 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.225.413,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan dari BBM dan  perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 35.500.000,00 sesuai dengan kegiatan yang di monitoring.
i. Pengelolaan, Pengawasan & Pengendalian Asset SKPD

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 96.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.705.548,00 atau 91,96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 7.749.452,00 yang merupakan sisa realisasi sesuai kebutuhan dari perjlanan dinas, bahan bakar minyak dan honorarium sesuai dengan pergub standar biaya.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan;

Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.747.000,00 atau 92,83 %, dengan kegiatan sebagai berikut “
a. Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.747.000,00 atau 92,83 %, dan bersisa anggaran sebesar Rp. 32.253.000,00 terdiri dari : 

· Rp. 19.673.000,00 yang merupakan belanja modal tidak dapat direalisasikan kerena ada alat musik khusus yang tidak bisa di sediakan oleh penyedia.
· Rp. 11.700.000,00 merupakan   belanja pakaian dinas anggota korsik yang direalisasikan sesuai dengan jumlah anggota dan kebutuhan, 

8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaraan sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %, dengan kegiatan sebagai berikut “
a. Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe B diSumatera Barat 

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 450.000.000,00 pada anggaran perubahan dilakukan perubahan sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi Rp. 0,00 dan realisasinya juga 0,00%.
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini mempunyai 19 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.275.757.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.078.888.015,00 atau 93,99 %, dengan kegiatan sebagai berikut “
a. Audit Keselamatan Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.147.500,00 atau 92,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 11.852.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, makan minum dan perjalanan dinas
b. Pengadaan & Pemasasangan (Rambu,marka,guardrail,deliniator,cermin tikungan,traffic light dan zoss) Sarana Perlengkapan Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.133.063.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.081.331.939,00 atau 95,43 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 51.732.011,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja bahan pakai habis (sisa tender), dan perjalanan dinas.
c. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 91.639.500,00 atau 91,63 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.360.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa perjalanan dinas dan sisa tender dari belanja peralatan/perlengkapan pakai habis.
d. Penyuluhan/Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.125.500,00 atau 96,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.874.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari makan minum kegiatan dan perjalanan dinas.
e. Dukungan Embarkasi Haji tentang Keselamatan Penerbangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 94.027.770,00 dan terealisasi sebesar Rp. 87.063.470,00 atau 92,59 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 6.964.300,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari pengandaan dan perjalanan dinas dalam daerah.
f. Pengadaan dan pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour De Singkarak
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 180.850.423,00 atau 90,42 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 19.149.577,00 yang merupakan sisa tender dari belanja peralatan/perlengkapan pakai habis dan perjalanan dinas.

g. Investigasi Kecelakaan Dan Investigasi Daerah Rawan Longsor Dan Bencana Alam

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.392.435,00 atau 80,78 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 9.607.565,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM dan perjalanan dinas.
h. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas TK. Prov./Nasional

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.563.241,00 atau 92,96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.436.759,00 yang merupakan sisa dari Belanja bahan bakar minyak dan Belanja Perjalanan Dinas.
i. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.845.282,00 atau 99,95 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 154.718,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, makan minum dan perjalanan dinas.
j. Optimalisasi Pemakaian Kendaraan Derek

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.812.200,00 atau 82,42 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 13.187.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM dan perjalanan dinas.
k. Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Terminal Type A dan    B/ di Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.  96.516.100,00 atau 96,52 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.483.900,00  yang merupakan efisiensi  BBM dan jasa peliputan.
l. Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum Prov. Sumbar

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.884.400,00 atau  95,76 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.115.600,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, belanja transportasi dan perjalanan dinas dalam daerah.
m. Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor TK. Prov dan TK. Nasional

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.615.500,00 atau  99,23 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 384.500,00 yang merupakan sisa realisasi sesuai kebutuhan dari bahan pakai habis,  perjalanan dinas luar daerah dan jasa peliputan.
n. Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STP)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.328.975,00 atau 99,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 671.025,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM, belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas

o. Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.177.300,00 atau 74,18 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 25.822.700,00 yang merupakan efisiensi dan sisa perjalanan dinas dalam daerah serta belanja jasa peliputan.

p. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi Terkait

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 445.934.675,00 atau 99,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp 4.065.325,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, publikasi.
q. Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.  33.015.800,00 atau 73,37 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 11.984.200,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM, serta perjalanan dinas
r. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.515.715,00 atau  84,39 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 12.484.285,00 yang merupakan efisiensi belanja transportasi, akomudasi serta perjalanan dinas
s. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Terminal Tipe B di Sumatera Barat
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 218.666.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 217.128.060,00 atau  99,30 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.537.940,00 yang merupakan efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan.
10. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Trasnportasi laut;
Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 105.229.287,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.190.849,00 atau 99,96 %, dengan kegiatan sebagai berikut :
a.  Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 77.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.961.562,00 atau 99,95 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.438,00 yang merupakan efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan.
b. Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 28.229.287,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.229.287,00 atau 100 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 0,00.
11. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 155.641.815,00 atau 69,17 %, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespen Embarkasi Haji

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.153.000,00 atau 14,87 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 63.847.000,00 yang terdiri dari :

· Rp. 55.973.750,00 merupakan belanja belanja jasa service tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 kewenangan penerbangan bukan merupakan kewenangan pemerintahan provinsi,
· Selebihnya merupakan sisa dari ATK, pengandaan dan perjalanan dinas dalam daerah yang direalisasikan sesuai kebutuhan. 
b. Pemeliharaan/Perawatan (Rambu,marka,guardrail,deliniator,cermin tikungan,traffic light dan zoss) Sarana Perlengkapan Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 144.488.815,00 atau 96,33 % dan bersisa anggaran sebesar Rp.  5.511.185,00 yang merupakan efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan dan sisa tender.
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini mempunyai 10 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 677.275.761,00 dan terealisasi sebesar Rp. 623.813.975,00 atau 92,11 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.266.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.266.794,00 atau 99,99 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 56,00 yang merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas.
b. Pemilihan Abdi Yasa Teladan 
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.955.900,00 atau  96,76 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.044.100,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja bahan bakar minyak dan belanja transportasi.
c. Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 197.854.808,00 atau 98,92 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.145.192,00 yang merupakan efisiensi.
d. Pengawasan dan Pembinaan Bandara di Sumatera Barat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.093.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.093.200,00 atau 100 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 00. 
e. Pengawasan Penerbangan Angkutan Udara Perintis Dari/Ke Bandara Internasional Minangkabau

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19.915.711,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.915.711,00 atau 100 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 00. 
f. Pemantauan Angkutan Lebaran

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.  95.108.515,00 atau 95,11 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.891.485,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari, BBM ,makan minum dan perjalanan dinas.
g. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.869.500,00 atau 89,67 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.130.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari Belanja jasa konsultasi teknologi informasi.

h. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Tipe B
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.000.397,00 atau 98,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 999.603,00 yang merupakan efisiensi belanja.
i. Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.884.900,00 atau 92,95 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.115.100,00 yang merupakan efisiensi belanja.

j. Penyusunan Buku Statistik Pembangunan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.864.250,00 atau 53,15 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 35.135.750,00 yang merupakan efisiensi belanja BBM, makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah.
13. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian
Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 269.349.880,00 atau 89,78 %, dengan kegiatan sebagai berikut “

a. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api pada Ruas Jalan Disumatera Barat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 189.079.380,00 atau 94,53 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 10.920.620,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, sisa tender belanja peralatan dan perlengkapan pakai habis, makan minum, perjalanan dinas.
b. Sosialisasi Keamanan Keselamatan Kereta Api

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.270.500,00 atau 80,27 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 19.729.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, akomodasi ,belanja peralatan dan perlengkapan pakai habis, makan minum, perjalanan dinas dan honorarium.
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dari  12 ( dua belas ) program dan 68 kegiatan terdapat  25 (dua puluh lima ) kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90 % yaitu :

1) Penyediaan jasa surat menyurat 

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.520.000,00 dan terealisasi sebesar 
Rp. 8.713.200,00 atau 64,45 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.806.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari belanja perangko, materai, dan BBM setelah direalisasi sesuai kebutuhan dinas dan banyak surat yang dikirim melalui E-Mail dan Fax  kendala yang dihadapi adalah banyaknya surat yang dikirim melalui media elektronik dan pembayaran yang dilakukan bendahara pengeluaran tidak lagi mengunakan cek yang juga mengunakan matrai, pembayaran dilakukan dengan mengunakan sistem transfer. 
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 498.146.016,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.277.978,00 atau 37,39 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 311.868.038,00 yang merupakan efisiensi pemakaian sumber daya listrik dan air yang direalisasikan sesuai kebutuhan dan pada anggaran direncanakan untuk 2 gedung kantor dan 5 terminal, ternyata sampai akhir tahun anggaran 2017 penyerahan asset dari kabupaten/kota ke provinsi belum tuntas. 
3) Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.478.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.234.877.267,00 atau 83,52 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 243.622.733,00 yang merupakan sisa dari realisasi yang pada anggaran awal direncanakan untuk 2 gedung kantor dan 7 terminal, ternyata sampai tahun anggaran 2017 penyerahan asset dan personil oleh kabupaten/kota belum selesai dan pada awal tahun anggaran mengunakan sistem swakelola, atas saran dan temuan inspektorat di alihkan ke pihak ke-3. 
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.840.000,00 atau 44,00 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 20.160.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian bhn bacaan & perat. per-UU. Tidak dapat direalisasikan karena banyak peraturan yang di download melalui internet dan awalnya langganan koran direncanakan untuk 4 bidang 1 sekretariat dan 1 UPTD tetapi setelah penyesuaian struktur organisasi berdasarkan perpres 18 tahun 2014 menjadi 3 bidang dan satu sekretariat.
5) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 440.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 231.520.000,00 atau 52,62 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 208.480.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi Penyedian makanan dan minuman yang awalnya dianggarkan untuk makan minum petugas terminal sebanyak 8 terminal berdasarkan hasil kerja P3D konkuren hanya 5 terminal yang beralih ke dinas perhubungan provinsi
6) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 30.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 26.302.000 atau 87,67 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.698.000,00, hal ini sesuai dengan acara yang perlu dilipublikasikan disamping itu pada masing-masing kegiatan rata-rata sudah mealokasikan untuk biaya publikasi.
7) Penataan Dan Pengelolaan Arsip

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.132.900,00 atau 39,48 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 7.867.100,00 tidak dapat direalisasikan yang terdiri dari sisa belanja alat tulis kantor Rp. 400.000,00 dibelanjakan sesuai kebutuhan dan Rp. 7.467.100,00 merupakan honor pengelola arsip yang tidak dibayarkan karena sesuai dengan SK.
8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 136.680.900,00 atau 78,10 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.319.100,00 yang merupakan sisa jasa service kendaraan dan bahan bakar minyak kendaraan untuk Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.696.500,00 atau 47,12 % dan bersisa anggaraan sebesar Rp. 42.303.500,00 yang merupakan sisa realisasi sesuai kebutuhan dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rencana awal dianggarkan untuk 2 gedung kantor dan 8 terminal.
10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.181.600,00 atau 57,66 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 14.818.400,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan instalasi dan jaringan yang semula di anggarkan untuk 2 gedung kantor dan 8 terminal, terealisasi hanya untuk 1 gedung kantor dan 5 terminal.
11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.185.000,00 atau 75,92 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.815.000,00 yang merupakan efisiensi atau sisa dari realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan komputer, laptop,notebook dan printer kantor.
12) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 183.235.000,00  dan terealisasi sebesar Rp. 140.937.000,00 atau 76,91 %, dan bersisa anggaran sebesar Rp. 42.298.000,00 yang merupakan realisasi dari pakaian dinas sesuai kebutuhan, diperencanaan dianggarkan untuk pakaian sopir, tenaga pengamanan tetapi di alihkan ke pada pihak ke-3 penyedia jasa sopir dan tenaga pengaman. 
13) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 189.675.869,00 atau 63,22 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 110.324.131,00 yang merupakan sisa dari perjalanan dinas dalam daerah dan belanja bimtek yang direalisasi sesuai kebutuhan dan mengacu ke Pergub standar biaya, adanya penundaan dari diklat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yang direncanakan bulan oktober 2017 dan ditunda sampai tahun 2018.
14) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 999.800,00 atau  2,49 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 39.000.200,00 yang merupakan sisa dari penjiidan yang direalisasikan sesuai kebutuhan serta sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah yang salah penempatan anggaran Rp. 22.328.000,00 dan tidak dapat direalisasikan.

15) Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 238.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 171.400.000,00 atau 72,01 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 66.600.000,00 yang merupakan sisa dari realisasi honor yang mengacu ke Pergub standar biaya. 
16) Penyusunan Perencanaan & Penganggaran SKPD

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.587.800,00 atau 43,91 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.412.200,00 yang merupakan sisa dari pengandaan Rp. 7.498.200,00 yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

17) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.774.587,00 atau  74,51 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 38.225.413,00 yang merupakan efisiensi atau realisasi sesuai kebutuhan dari BBM dan  perjalanan dinas sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait.
18) Investigasi Kecelakaan Dan Investigasi Daerah Rawan Longsor Dan Bencana Alam

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.392.435,00 atau 80,78 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 9.607.565,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM dan perjalanan dinas direalisasikan sesuai dengan kejadian bencana alam yang terjadi disumatera barat.
19) Optimalisasi Pemakaian Kendaraan Derek

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.812.200,00 atau 82,42 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 13.187.800,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM dan perjalanan dinas di realisasikan sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas dan permintaan jasa mobil derek oleh masyarakat dan instansi terkait.
20) Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.177.300,00 atau 74,18 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 25.822.700,00 yang merupakan efisiensi dan sisa perjalanan dinas dalam daerah serta belanja jasa peliputan.

21) Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.  33.015.800,00 atau 73,37 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 11.984.200,00 yang merupakan efisiensi dan sisa BBM, serta perjalanan dinas
22) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.515.715,00 atau  84,39 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 12.484.285,00 yang merupakan efisiensi belanja transportasi, akomudasi serta perjalanan dinas
23) Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.869.500,00 atau 89,67 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.130.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari Belanja jasa konsultasi teknologi informasi.
24) Penyusunan Buku Statistik Pembangunan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.864.250,00 atau 53,15 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 35.135.750,00 yang merupakan efisiensi belanja BBM, makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah.
25) Sosialisasi Keamanan Keselamatan Kereta Api

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.270.500,00 atau 80,27 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 19.729.500,00 yang merupakan efisiensi dan sisa dari BBM, akomodasi ,belanja peralatan dan perlengkapan pakai habis, makan minum, perjalanan dinas dan honorarium.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta  penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017,  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja  yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2015 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang  berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca  yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.  
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  adalah  basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.


Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas  dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. 
Mutasi  pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.     

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Pengukuran/ Penilaian  Aset

a. Kas                   

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. 
b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

· Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung  dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah  biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

· Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti  donasi.
e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka  digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya      

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika   penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.  Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.  

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
i. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.                                  

Biaya perolehan untuk  Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun  secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi  yang dikerjakan secara swakelola  meliputi :

· Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
· Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi  :

· Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
·  Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga  sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
l. Penyusutan Aset Tetap
· Mulai Tahun 2014 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
· Nilai yang dapat disusutkan adalah :
· Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
· Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
· Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
2) Pengukuran/ Penilaian  Kewajiban

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya. 

Kewajiban diakui pada saat: 



a)
Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau 


b)
Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan    



pemerintah daerah; atau 



c) 
Pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran/ Penilaian Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan 
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4) Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA
Pengakuan Pendapatan-LRA 


Pendapatan diakui pada saat: 

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau 

b) Diterima oleh SKPD; atau 

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
5) Pengukuran/ Penilaian Belanja
1.Pengakuan Belanja 
a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. 

2.Pengukuran belanja 

   Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai  

   nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6) Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO 
Pengukuran Pendapatan-LO :

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari 
transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar 

b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. 

7) Pengukuran/ Penilaian Beban 
Pengakuan Beban Pada SKPD 

(1) Beban Pegawai 
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). 
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran
(2) Beban Barang 

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada  pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas  seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat   Nomor 81 Tahun 2015  Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN
	No 
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017
	%
	Tahun 2016

	1
	
	141.100.000
	168.246.200
	119,24
	833.983.200


1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan  Retribusi  Daerah dalam Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 119,24 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, maka terdapat penurunan sebesar Rp   665.737.000  Pernurunan terjadi pada retribusi PKB-Mobil Bus-Micro Bus hal ini disebabkan karena target retribusi untuk jenis ini berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bukan lagi menjadi. Kewenangan Dinas perhubungan provinsi.
Pendapatan ini terdiri dari: 

	Jenis Pendapatan
	Anggaran Rp.
	Realisasi

	
	
	Rp.
	%

	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	

	Pendapatan Retribusi Daerah
	141.100.000
	168.246.200
	119,24

	Retribusi Pemakaian  Kekayaan Daerah
	6.100.000
	12.850.000
	210,66

	 - Kendaraan Bermotor
	6.100.000
	12.850.000
	

	Retribusi Izin Trayek
	135.000.000
	155.396.200
	115,11

	- Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi
	135.000.000
	155.396.200
	

	Jumlah
	141.100.000
	168.246.200
	119,24


Penerimaan pendapatan Retribusi dilaksanakan berdasarkan :
a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015  tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Gubernur Nomor 47  Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
b) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011  tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Pergub Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Juklak Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pergub Nomor 35 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengoperasian Mobil Derek.
5.1.2.  PENJELASAN POS-POS BELANJA
1. Belanja Operasi 

	No
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017
	%
	Tahun 2016

	1
	Belanja Pegawai
	19.541.089.359
	10.839.714.236
	55,47
	17.094.862.150


a. Belanja Pegawai
Jumlah tersebut merupakan anggaran  dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 55.47 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat penurunan  sebesar Rp 6.255.147.914,00  Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif dan  Isentif pemungutan sedangkan pada tahun 2017 terdapat belanja pegawai pada belanja langsung tidak seperti tahun 2016, sebagaimana rincian berikut :
	Kode Rekening
	Uarian 
	Anggaran
	Realisasi 2017
	Realisasi 2016

	2.1.1.01.
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	15.615.865.819,00
	8.638.343.190,00
	13,411,052,210.00 

	2.1.1.01.01.
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
	12.356.512.219,00
	7.151.457.840,00
	11,083,426,879.00 

	2.1.1.01.02.
	Tunjangan Keluarga
	1.650.302.553,00
	576.051.474,00
	948,648,309.00 

	2.1.1.01.03.
	Tunjangan Jabatan
	340.760.000,00
	231.250.000,00
	283,810,000.00 

	2.1.1.01.05.
	Tunjangan Fungsional Umum
	545.790.000,00
	307.215.000,00
	480,425,000.00 

	2.1.1.01.06.
	Tunjangan Beras
	715.216.400,00
	364.924.380,00
	561,110,160.00 

	2.1.1.01.07.
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
	7.135.451,00
	7.349.582,00
	53,489,503.00 

	2.1.1.01.08.
	Pembulatan Gaji
	149.196,00
	94.914,00
	142,359.00 

	2.1.1.02.
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
	3.920.990.540,00
	2.197.228.046,00
	3,661,094,648.00 

	2.1.1.02.01.
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
	3.920.990.540,00
	2.197.228.046,00
	3,661,094,648.00 

	2.1.1.06.
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
	4.233.000,00
	4.143.000,00
	22,715,292.00 

	2.1.1.06.15.
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
	183.000,00
	93.000,00
	86,400.00 

	2.1.1.06.29.
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
	4.050.000,00
	4.050.000,00
	4,092,702.00 

	Jumlah
	19.541.089.359,00
	10.839.714.236,00
	17,094,862,150.00


Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 1.425.000,00  yang merupakan keterlanjuran pembeyaran tunjangan jabatan sebagaimana terdapat pada rincian berikut :
	No. 
	Uraian
	Jumlah

	1
	Keterlanjuran Pembayar Tunjangan Jabatan Esselon IV An. INDRA MULYADI, SE Bulan Januari 2017
	355.000,00

	2
	KeKeterlanjuran Pembayar Tunjangan Jabatan Esselon IV An. SRI OKTAVIRAS, SE. MM Bulan Januari 2017
	    720.000,00

	3
	Keterlanjuran Pembayar Tunjangan Jabatan Esselon IV An. SUBEKTI BAKHTRIS, SE. MM Bulan Januari 2017
	350.000,00

	Total
	1.425.000,00  


Sisa Belanja Pegawai  sejumlah  Rp 8.701.375.123,00 adalah belanja gaji dan tunjangan Rp. 6.977.522.629,00 tidak terealisasi karena berkurangnya jumlah pegawai sebanyak 114 orang yang pindah ke kementerian perhubungan akibat dari undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dari 209 pegawai di bulan januari 2017 menjadi 124 dibulan desember 2017. Untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 1.723.762.494,00 tidak direalisasikan karena peralihan pegawai tersebut diatas.
	No
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017
	%
	Tahun 2016

	1
	Belanja Barang dan Jasa
	10.377.243.784
	8.688.281.951
	83.72
	16.514.723.935


b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi  Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 83.72 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 7.826.441.984,-  Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari : 

	Kode Rekening
	Uarian 
	Anggaran
	Realisasi 2017

	2.1.2.01.
	 
	Belanja Bahan Pakai Habis
	2.242.510.107,00 
	2.082.910.116,00 

	2.1.2.01.01.
	Belanja alat tulis kantor
	140.361.700,00 
	138.164.000,00 

	2.1.2.01.03.
	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
	45.975.000,00 
	45.448.844,00 

	2.1.2.01.04.
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
	10.270.000,00 
	5.814.000,00 

	2.1.2.01.05.
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	19.483.500,00 
	19.483.500,00 

	2.1.2.01.06.
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
	202.366.857,00 
	116.872.772,00 

	2.1.2.01.07.
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
	12.650.000,00 
	8.453.000,00 

	2.1.2.01.10.
	Belanja Seminar Kit Peserta
	6.950.000,00 
	6.050.000,00 

	2.1.2.01.11.
	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
	800.000,00 
	800.000,00 

	2.1.2.01.12.
	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
	1.803.653.050,00 
	1.741.824.000,00 

	2.1.2.03.
	 
	Belanja Jasa Kantor
	731.088.016,00 
	380.989.662,00 

	2.1.2.03.01.
	Belanja telepon
	75.000.000,00 
	47.313.104,00 

	2.1.2.03.02.
	Belanja air
	50.000.000,00 
	25.638.250,00 

	2.1.2.03.03.
	Belanja listrik
	373.146.016,00 
	113.326.624,00 

	2.1.2.03.05.
	Belanja surat kabar/majalah
	36.000.000,00 
	15.840.000,00 

	2.1.2.03.13
	Belanja Jasa Publikasi
	27.650.000,00 
	26.750.000,00 

	2.1.2.03.14
	Belanja jasa akomodasi
	82.000.000,00 
	78.910.000,00 

	2.1.2.03.15
	Belanja pajak bumi dan bangunan
	1.000.000,00 
	903.584,00 

	2.1.2.03.20
	Belanja Transportasi
	86.292.000,00 
	72.308.100,00 

	2.1.2.04.
	 
	Belanja Premi Asuransi
	35.000.000,00 
	32.375.400,00 

	2.1.2.04.02.
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
	35.000.000,00 
	32.375.400,00 

	2.1.2.05.
	 
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
	164.000.000,00 
	125.684.250,00 

	2.1.2.05.01.
	Belanja Jasa Service
	44.800.000,00 
	28.440.000,00 

	2.1.2.05.02.
	Belanja Penggantian Suku Cadang
	72.500.000,00 
	72.392.400,00 

	2.1.2.05.03.
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
	20.700.000,00 
	12.900.000,00 

	2.1.2.05.04.
	Belanja Jasa KIR
	1.000.000,00 
	149.300,00 

	2.1.2.05.05.
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
	25.000.000,00 
	11.802.550,00 

	2.1.2.06.
	 
	Belanja Cetak dan Penggandaan
	246.110.600,00 
	206.207.650,00 

	2.1.2.06.01.
	Belanja cetak
	153.227.500,00 
	140.510.550,00 

	2.1.2.06.02.
	Belanja Penggandaan
	92.883.100,00 
	65.697.100,00 

	2.1.2.10.
	 
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	23.868.000,00 
	21.168.000,00 

	2.1.2.10.01.
	Belanja sewa meja kursi
	11.340.000,00 
	8.640.000,00 

	2.1.2.10.05.
	Belanja sewa tenda
	12.528.000,00 
	12.528.000,00 

	2.1.2.11.
	 
	Belanja Makanan dan  Minuman
	554.308.000,00 
	334.789.000,00 

	2.1.2.11.01.
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
	316.820.000,00 
	197.731.000,00 

	2.1.2.11.02.
	Belanja makanan dan minuman rapat
	162.411.000,00 
	63.391.000,00 

	2.1.2.11.05
	Belanja makanan dan minuman kegiatan
	75.077.000,00 
	73.667.000,00 

	2.1.2.12.
	 
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
	239.485.000,00 
	185.487.000,00 

	2.1.2.12.04.
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
	239.485.000,00 
	185.487.000,00 

	2.1.2.13.
	 
	Belanja Pakaian Kerja
	22.110.000,00 
	21.210.000,00 

	2.1.2.13.01.
	Belanja pakaian kerja lapangan
	22.110.000,00 
	21.210.000,00 

	2.1.2.14.
	 
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
	23.550.000,00 
	23.550.000,00 

	2.1.2.14.03.
	Belanja pakaian batik tradisional
	3.750.000,00 
	3.750.000,00 

	2.1.2.14.04.
	Belanja pakaian olahraga
	19.800.000,00 
	19.800.000,00 

	2.1.2.15.
	 
	Belanja Perjalanan Dinas
	3.090.514.811,00 
	2.770.108.106,00 

	2.1.2.15.01.
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
	2.021.309.250,00 
	1.797.521.890,00 

	2.1.2.15.02.
	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	1.069.205.561,00 
	972.586.216,00 

	2.1.2.18.
	 
	Belanja Pemeliharaan
	610.233.750,00 
	480.131.100,00 

	2.1.2.18.02.
	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
	148.323.750,00 
	49.328.500,00 

	2.1.2.18.03.
	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
	401.200.000,00 
	384.926.000,00 

	2.1.2.18.04.
	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	35.000.000,00 
	20.181.600,00 

	2.1.2.18.05.
	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
	25.710.000,00 
	25.695.000,00 

	2.1.2.19.
	 
	Belanja Jasa Konsultansi
	82.504.000,00 
	78.628.000,00 

	2.1.2.19.03.
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
	45.000.000,00 
	44.506.000,00 

	2.1.2.19.09
	Belanja jasa konsultansi teknologi informasi
	37.504.000,00 
	34.122.000,00 

	2.1.2.23.
	 
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
	87.000.000,00 
	72.497.000,00 

	2.1.2.23.02.
	Belanja Pelatihan.
	87.000.000,00 
	72.497.000,00 

	2.1.2.25.
	 
	Honorarium PNS
	403.205.000,00 
	311.962.900,00 

	2.1.2.25.02.
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
	27.550.000,00 
	21.100.000,00 

	2.1.2.25.03.
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	75.580.000,00 
	68.480.000,00 

	2.1.2.25.04
	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah
	153.900.000,00 
	123.400.000,00 

	2.1.2.25.05
	Honorarium Pengelola Asset Daerah
	44.400.000,00 
	41.400.000,00 

	2.1.2.25.08
	Honorarium Pengelola SIPKD
	78.100.000,00 
	42.000.000,00 

	2.1.2.25.10
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan
	13.175.000,00 
	12.550.000,00 

	2.1.2.25.12
	Honorarium Pengelola Bahan Kepustakaan/Arsip
	10.500.000,00 
	3.032.900,00 

	2.1.2.26.
	 
	Honorarium Non PNS
	939.640.000,00 
	880.488.220,00 

	2.1.2.26.01.
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	35.750.000,00 
	28.450.000,00 

	2.1.2.26.16
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan
	75.800.000,00 
	75.600.000,00 

	2.1.2.26.22.
	Belanja Jasa Moderator
	5.000.000,00 
	5.000.000,00 

	2.1.2.26.24.
	Belanja Jasa Penguji
	2.800.000,00 
	2.800.000,00 

	2.1.2.26.26.
	Belanja Jasa Anggota Korp Musik
	171.840.000,00 
	171.330.000,00 

	2.1.2.26.33.
	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara
	2.650.000,00 
	2.500.000,00 

	2.1.2.26.34.
	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran
	1.650.000,00 
	1.650.000,00 

	2.1.2.26.35.
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor
	272.700.000,00 
	255.607.560,00 

	2.1.2.26.36.
	Belanja Jasa Petugas Kebersihan
	272.700.000,00 
	255.841.560,00 

	2.1.2.26.37.
	Belanja Jasa Sopir
	75.750.000,00 
	70.859.100,00 

	2.1.2.26.38.
	Belanja Jasa Peliputan
	14.500.000,00 
	6.600.000,00 

	2.1.2.26.41.
	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan
	8.500.000,00 
	4.250.000,00 

	2.1.2.27.
	 
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	16.250.000,00 
	16.250.000,00 

	2.1.2.27.01.
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
	16.250.000,00 
	16.250.000,00 

	2.1.2.28.
	 
	Belanja Jasa Lembaga
	522.073.700,00 
	365.637.410,00 

	2.1.2.28.07
	Belanja jasa lembaga pengamanan
	329.348.808,00 
	289.322.410,00 

	2.1.2.28.08
	Belanja jasa lembaga penyedia sopir
	192.724.892,00 
	76.315.000,00 

	2.1.2.30.
	 
	Belanja Kontribusi
	36.000.000,00 
	34.460.000,00 

	2.1.2.30.01
	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang
	36.000.000,00 
	34.460.000,00 

	2.1.2.31.
	 
	Belanja Jasa Lainnya.
	307.792.800,00 
	263.748.137,00 

	2.1.2.31.02
	Belanja Jasa Cleaning Service
	304.192.800,00 
	260.148.137,00 

	2.1.2.31.08.
	Belanja Jasa Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman
	3.600.000,00 
	3.600.000,00 

	Jumlah
	10.377.243.784,00 
	8.688.281.951,00 


Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.688.961.833,- adalah : tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan serta sebagai dampak dari UU No. 23 tentang pemerintahan daerah yang menyebabkan sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 Khusus mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 16.250.000, terdapat pada dua kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.804/I/9/DJPD/2017 Tanggal 14 Februari 2016 Tentang Persiapan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2017, SK. Gubernur Sumatera Barat No. 550-579-2017 Tanggal 14 juni 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 551.2/15/KAD/2017 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Memberikan penghargaan kepada peserta pemenang pemilihan abdi yasa teladan tingkat provinsi sumatera barat tahun 2017, sebagai berikut : 
	No. 
	Keterangan
	Nama Pemenang
	Nominal

	1
	Juara 1 Pemilih awak kendaraan umum teladan
	LUDMAIZIIL
	        3,000,000.00 

	2
	Juara 2 Pemilih awak kendaraan umum teladan
	YOKI ALFARE 
	        2,500,000.00 

	3
	Juara 3 Pemilih awak kendaraan umum teladan
	IKHWAN IKHLAS
	        2,000,000.00 

	4
	Penyerahan hadiah Hrapan I kendaraan umum teladan
	MARIADI S
	           750,000.00 

	5
	Penyerahan hadiah Hrapan II kendaraan umum teladan
	ENDANG PUTRA
	           500,000.00 

	Jumlah
	  8,750,000.00 


2) Kegiatan Pemilihan Pelajaran Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.804/I/8/DJPD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Perihal Penyampaian Juknis Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2017, SK. Gubernur Sumatera Barat No. 550-665-2017 Tanggal 13 juli 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2017 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 551.2/17/KAD/2017 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2017, sebagai berikut : 
	No. 
	Keterangan
	Nama Pemenang
	Nominal

	1
	Penghargaan hadiah juara 1 
	ANNISA AULIA RAHIM
	        2,500,000.00 

	2
	Penghargaan hadiah juara 2
	MAIZA SAPUTRA
	        2,000,000.00 

	3
	Penghargaan hadiah juara 3
	EVANDES TRAVOLTA
	        1,500,000.00 

	4
	Penghargaan hadiah Faforit Pria 
	ILHAM SAWALDI
	           750,000.00 

	5
	Penghargaan hadiah Faforit Wanita 
	MUHAJI SAHNITA PUTRI
	           750,000.00 

	Jumlah
	  7,500,000.00 


2. Belanja Modal

	No
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017
	%
	Tahun 2016

	1
	Belanja  Modal
	243.000.000
	221.969.000
	91.35
	3.599.984.825


Belanja Modal 




Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2017 dan 2016 . Realisasi tahun 2017 mencapai 91.35 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 3.378.015.825.-  Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya. 
	No
	Uraian Belanja Modal
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017

	1
	BM. Peralatan dan Mesin
	38.000.000
	36.642.000

	2
	BM. Aset tetap lainnya
	205.000.000
	185.327.000

	
	Jumlah
	243.000.000
	221.969.000


	No
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017
	%
	Tahun 2016

	1
	BM. Peralatan dan Mesin
	38.000.000
	36.642.000
	96.43
	95.147.425


a. Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 96.43% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 58.505.425,-
Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari: 
	No
	Uraian
	Banyak
	Biaya/harga

	1
	Mesin Absensi
	2 Unit
	9.988.000

	2
	pengadaan alat pendingin /AC Split
	1 Unit
	5.710.000

	2
	Filling Kabinet (KIP)
	7 Unit
	20.944.000

	Jumlah
	36.642.000


Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 1.358.000,- Adalah merupakan sisa belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat direalisasikan karena efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan. 
	No
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017
	%
	Tahun 2016

	1
	BM. Aset tetap lainnya
	205.000.000
	36.642.000
	90,40
	120.000.000


b. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 90,40 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 tidak terdapat peningkatan sebesar Rp. 36.642.000,-.
Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari: 

	No
	Perkiraan
	Anggaran 2017
	Realisasi 2017

	1
	BM. Barang-Barang Perpustakaan
	5.000.000
	5.000.000

	2
	BM. Barang bercorak kebudayaan
	200.000.000
	180.327.000


Sisa Belanja Modal ASet Tetap Lainnya  sejumlah Rp. 19.673.000,- Adalah merupakan anggaran untuk pembelian alat korp musik yang tidak dapat direalisasikan karena adanya sebagian alat yang tidak dapat disediakan oleh penyedia.
Daftar Belanja Modal Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal  tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 . 
5.2.  PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset

Aset Lancar

	Perkiraan
	2017
	2016 


1. Kas di Bendahara Pengeluaran     

              0.00                                  0.00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan  2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, sisa UYHD  sebesar Rp. 1.007.625.136,- , telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal  29 Desember 2017  Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2017.

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Kas di Bendahara Pengeluaran
	0,00
	25.948.291.621
	25.948.291.621
	0,00


Penambahan adalah Sejumlah UP dan GU serta penerimaan pajak 
Pengurangan adalah sejumlah sisa Uyhd /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal  29 Desember 2017  
Rincian sisa UYHD  dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

	Perkiraan
	2017
	2016 


2. Kas di Bendahara Penerima



 0,00
   
                0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan  2016 . Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2017. 

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Kas di Bendahara Penerimaan
	0,00
	168.246.200
	168.246.200
	0,00


Penambahan adalah  penerimaan dari retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
Pengurangan adalah sejumlah pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2017  
	Perkiraan
	2017
	2016 


3. Persediaan                                                                              120.838.450,00
           162.213.350,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan  per 31 Desember 2017 dan  2016, yaitu :

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akhir

	Persediaan Bahan Pakai Habis
	37,359,400
	183.612.844
	148.749.444
	72.222.800

	     Persediaan Alat Tulis Kantor
	29,526,900
	138.164.000
	117.158.600
	50.532.300

	     Persediaan Alat Listrik dan elektronik 
	7,832,500
	45.448.844
	31,590,844
	21.690.500

	Persediaan Bahan/Material
	124,853,950
	140.510.550
	216,748,850
	48.615.650

	     Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan
	61,953,950
	140.510.550
	83,642,800
	48.615.650

	     Persediaaan perlengkapan pengujian
	62,900,000
	0
	62,900,000
	0

	Jumlah
	162,213,350
	324.123.394
	365.498.294
	120.838.450


Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

	Perkiraan
	2017
	2016


1. Tanah                                                                       22.138.336.326,20
     23.097.826.466,20
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan  2016 .
1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.   22.738.260.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2017

Rp.        (599.923.673,80)
c. Appraisal 2011



Rp.            -
d. Apraisal 2012

 

Rp.            -
e. Apraisal 2013



Rp.            - 
f. Apraisal 2015



Rp.            -
Daftar Tanah  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017  dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2) Mutasi Tambah Kurang 
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Tanah
	23.097.826.466,20
	4.394.149.860,00
	5.353.640.000,00
	22.138.336.326,20


.
	
	Saldo Audited 2016
	
	23.097.826.466,20 

	
	Mutasi Tambah
	
	

	
	Belanja Modal tahun 2017
	
	-

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	
	-

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	-

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	-

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	4.394.149.860,00

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	-

	
	Total Mutasi Tambah
	
	4.394.149.860,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	-

	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	-

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	5.027.800.000,00

	
	Reklasifikasi
	
	325.840.000,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	5.353.640.000,00

	
	Total Mutasi
	
	(959.490.140,00)

	
	Saldo per 31 Des 2016
	
	22.138.336.326,20


Penjelasan Mutasi Tambah
a) Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp. 4.394.149.860,00 Penyerahan aset berupa tanah, terminal tipe B sebagai akibat UU 23 tahun 2014 ke provinsi sebagai berikut :  

1) Dari kota sawah lunto berupa tanah senilai Rp. 106.255.500,00 
2) Dari kota padang panjang berupa tanah senilai Rp. 2.877.727.824,00 
3) Dari kota payakumbuh berupa tanah senilai Rp. 301.050.000,00 

4) Dari kabupaten pesisir selatan berupa tanah senilai Rp. 1.109.116.536,00 

Penjelasan Mutasi Kurang
a) Mutasi antar SKPD Rp. 5.027.800.000,00
1) Rp. 4.067.800.000,00 Mutasi ke SKPD Kesbang berupa BAST No.030/122/BAST/BAPPBMD-VIII/2017  Tgl. 29/08/17
2) Rp. 960.000.000,00 Mutasi ke Kominfo berupa tanah BAST No.030/32/BAPPBMD-III/2017.
b) Reklasifikasi ke aset tidak bermamfaat  Rp. 325.840.000,00
1) Rp. 64.800.000,00 usulan penghapusan untuk tanah yang tidak dimamfaatkan sesuai surat No. 028/039/dishub.sb/2017 tgl. 19 september 2017
2) Rp. 261.040.000,00 Simbada KIB A Sem I – 2017 usulan hibah tanah gedung karantina jln raya kataping padang ke Kementerian Perhubungan.
Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah  dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.
	Perkiraan
	2017
	2016 


2. Peralatan dan Mesin      

                   10.186.095.481,00
      10.207.799.399,00
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan  2016 .
1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp    4.435.224.231,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2017

Rp.     5.750.871.250,00
c. Appraisal 2011



Rp.                   -
d. Apraisal 2012

 

Rp.                   -
e. Apraisal 2013



Rp.                   -
f. Apraisal 2015



Rp.                    –
Daftar Peralatan dan Mesin  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2) Mutasi Tambah Kurang 
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Peralatan & Mesin
	10.207.799.399,00
	666.367.402,00
	688.071.320,00
	10.186.095.481,00

	Akm Peny Peralatan & Mesin
	(8.649.571.237,57)
	(835.232.000,00)


	(320.322.570,00)
	(9.164.480.667,67)

	Nilai Buku
	2.120.246.781.19
	(168.864.598,00)
	367.748.750,00
	1.021.614.813,33


	
	Saldo Audited 2016
	
	10.207.799.399,00

	
	Mutasi Tambah
	
	

	
	Belanja Modal tahun 2017
	
	36.642.000,00

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	
	

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	33.236.000,00

	
	Mutasi antar SKPD
	
	309.870.000,00

	
	Reklasifikasi
	
	      286.619.402,00 

	
	Total Mutasi Tambah
	
	666.367.402,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	-


	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	4.000.000,00

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	-

	
	Penghapusan
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	684.071.320,00

	
	Reklasifikasi
	
	

	
	Total Mutasi Kurang
	
	688.071.320,00

	
	Total Mutasi
	
	(21.703.918,00)

	
	Saldo per 31 Des 2017
	
	10.186.095.481,00


Penjelasan Mutasi Tambah
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 36.642.000,00  telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA -  Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
b) Hibah Peralatan dan Mesin dari Pihak Ketiga sebesar Rp. 33.236.000,00 berupa  Peralatan dan Mesin Terminal sebagai akibat UU 23 Tahun 2014 ke Provinsi dari :

1) Dari kota padang panjang peralatan mesin dan mesin senilai Rp.   3.850.000,00 

2) Dari kabupaten pesisir selatan peralatan mesin dan mesin senilai Rp. 29.386.000,00 

c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 309.870.000,00 yaitu berupa : 
· Mutasi Berupa Kendaran Roda 4 Toyota Innova Diesel dari Sekretariat DPRD BAST No. 030/17/BAST/BAP2BMD-XI/2017 tanggal 15 November 2017 Rp. 309.870.000,00
d) Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 286.619.402,00.
· Reklasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp. 160.619.400,00 berupa gerobak PKL, papan informasi trayek. 
· Reklas dari aset tetap lainya  pembuatan video audit keselamatan sebesar Rp. 5.000.000,00
· Reklas Kendaraan Roda 4 dari Biro Umum  BAST No. 08BAST/IV/Umum-2017 
Sebesar Rp. 121.000.002,00
Penjelasan Mutasi Kurang
a) Koreksi Kurang Nilai senilai Rp. 4.000.000,00 berupa hibah dari kabupaten pesisir selatan berupa printer yang tidak dikapitalisir.
b) Mutasi ke Kominfo berupa mesin tik, filling kabinet, dll senilai Rp. 684.071.320,00 BAST No.030/32/BAPPBMD-III/2017  
Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah  dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

	Perkiraan
	2017
	2016


3. Gedung dan Bangunan                                                14.724.433.011,00       14.090.288.392,00
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan  2016 .
1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.   4.785.247.900,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2017

 Rp.    9.939.185.111,00
c. Appraisal 2011



Rp.   

-
d. Apraisal 2012

 

Rp.  

-
e. Apraisal 2013



Rp.   

-
f. Apraisal 2015



Rp.  

-
Daftar Gedung dan Bangunan  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2) Mutasi Tambah Kurang 
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Gedung & Bangunan
	14.090.288.392,00
	5.086.574.119,00
	4.452.429.500,00
	14.724.433.011,00

	Akm Peny Gedung & Bangunan
	(3.432.926.373,24)
	(2.700.713.052,22)
	(889.799.722,00)
	(5.243.839.703,46)

	
	
	
	
	

	Nilai Buku
	10.657.362.018,76
	2.378.861.066,78
	(3.562.629.778,00)
	9.480.593.307,54


	
	Saldo Audited 2016
	
	14.090.288.392,00                

	
	Mutasi Tambah
	
	

	
	Belanja Modal tahun 2017
	
	

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	
	

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	3.521.574.119,00

	
	Mutasi antar SKPD
	
	

	
	Reklasifikasi
	
	1.565.000.000,00

	
	Total Mutasi Tambah
	
	5.086.574.119,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	

	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	

	
	Penghapusan
	
	

	
	Mutasi antar SKPD
	
	958.718.000,00

	
	Reklasifikasi
	
	3.493.711.500,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	4.452.429.500,00

	
	Total Mutasi
	
	634.144.619,00

	
	Saldo per 31 Des 2016
	
	14.724.433.011,00


Penjelasan Mutasi Tambah
a) Hibah dari dari Pihak Ketiga Rp. 3.521.574.119,00  berupa gedung dan bangunan terminal sebagai akibat UU 23 tahun 2014 ke provinsi dari kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :
· Dari kota sawah lunto berupa gedung dan bangunan senilai Rp. 181.340.000,00

· Dari kota padang panjang berupa gedung dan bangunan senilai Rp. 2.301.391.720,00
· Dari kota payakumbuh berupa gedung dan bangunan senilai Rp. 769.530.400,00
· Dari kabupaten pesisir selatan berupa gedung dan bangunan senilai Rp. 269.311.999,00 
b) Reklasifikasi sebesar Rp. 1.565.000.000,00 terdiri dari : 

· Reklasifikasi dari jalan irigasi jaringan dan jembatan ke gedung dan bangunan penyerahan aset terminal Rp. 1.565.000.000,00  
Penjelasan Mutasi Kurang
a)  Mutasi  gedung dan bangunan Sebesar Rp.  958.718.000,00 terdiri dari :
· Mutasi ke Kominfo berupa gedung kantor senilai Rp. 72.800.000,00 Mutasi antar SKPD BAST No.030/32/BAPPBMD-III/2017 
· Mutasi ke Kesbang berupa gedung dan bangunan Rp. 885.918.000,00 BAST No.030/122/BAST/BAPPBMD-VIII/2017  Tgl. 29/08/17
b) Reklasifikasi sebesar Rp. 3.493.711.500,00 terdiri dari :
· Reklas dari gedung dan bangunan ke aset tidak bermamfaat Rp. 3.294.592.100,00 karena bangunan tersebut merupakan bangunan karantina dijalan raya ketaping padang pariaman yang dihibahkan ke kementerian perhubungan BAST No. 030-845-2017 tanggal 10 juli 2017
· Reklas dari gedung dan bangunan sebesar Rp. 38.500.000,00 ke aset tidak bermamfaat berupa usulan penghapusan gedung dan bangunan yang tidak dimamfaatkan sesuai surat No. 028/039/dishub.sb/2017 tgl. 19 september 2017.
· Reklas dari gedung dan bangunan senilai Rp. 160.619.400,00 ke peralatan dan mesin berupa gerobak PKL, papan informasi trayek.
Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah  dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17
	Perkiraan
	2017
	2016



0,00                            0,00
4. Jalan, irigrasi, jaringan dan jembatan

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan, Irigasi , Jaringan dan Jembatan  milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  yang terdaftar di SKPD Dinas perhubungan per 31 Desember 2017 dan  2016

1)        Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.                    0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2017

Rp.                     0,00
c. Appraisal 2011



Rp.   

-
d. Apraisal 2012

 

Rp.   

-
e. Apraisal 2013



Rp.  

-
f. Apraisal 2015



Rp.  

-
Daftar Jalan, Irigasi , Jaringan dan Jembatan  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2)         Mutasi Tambah Kurang 
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Jalan, Irigasi , Jaringan dan Jembatan
	0
	1.565.000.000,00
	1.565.000.000,00
	0

	Akm Peny Jalan, Irigasi , Jaringan dan Jembatan
	0
	(1.565.000.000,00)
	(1.565.000.000,00)
	0

	Nilai Buku
	0
	0
	0
	0


	
	Saldo Audited 2016
	
	0,00                

	
	Mutasi Tambah
	
	

	
	Belanja Modal tahun 2017
	
	-

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	
	-

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	-

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	-

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	1.565.000.000,00

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	-

	
	Total Mutasi Tambah
	
	1.565.000.000,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	-

	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	-

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	-

	
	Penghapusan
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	1.565.000.000,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	1.565.000.000,00

	
	Total Mutasi
	
	0,00-

	
	Saldo per 31 Des 2017
	
	0,00                


Penjelasan Mutasi Tambah/Kurang 

a) Hibah dari dari Pihak Ketiga Rp. 1.565.000.000,00 jalan irigasi jaringan dan jembatan terminal sebagai akibat UU 23 tahun 2014 ke provinsi dari kabupaten pesisir selatan
b) Reklasifikasi dari jalan irigasi jaringan dan jembatan ke gedung dan bangunan penyerahan aset terminal Rp. 1.565.000.000,00  
Rekapitulsi  mutasi tambah dan kurang Aset tetap Jalan, irigrasi, jaringan dan jembatan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.    
	Perkiraan
	2017
	2016 


5. Aset Tetap Lainnya                                                            318.900.500,00   
         194.853.500,00                
  Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya  milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan  2016 .
2) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.    77.550.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2017

Rp.   241.350.500,00
c. Appraisal 2011



Rp.   

-
d. Apraisal 2012

 

Rp.   

-
e. Apraisal 2013



Rp.  

-
f. Apraisal 2015



Rp.  

-
Daftar Aset Tetap Lainnya  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
3) Mutasi Tambah Kurang 
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Tetap Lainnya
	194.853.500,00                
	185.327.000,00
	61.280.000,00
	318.900.500,00                

	Akm Peny Aset Tetap Lainnya
	(82.969.500,00)
	(44.265.400,00)

	(23.897.500,00)
	(103.337.400,00)

	Nilai Buku
	111.884.000,00
	141.061.600,00
	37.382.500,00
	215.563.100,00


	
	Saldo Audited 2016
	
	194.853.500,00                

	
	Mutasi Tambah
	
	

	
	Belanja Modal tahun 2017
	
	185.327.000,00

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	
	-

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	-

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	-

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	-

	
	Total Mutasi Tambah
	
	185.327.000,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	-

	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	-

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	-

	
	Penghapusan
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	61.280.000,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	61.280.000,00-

	
	Total Mutasi
	
	124.047.000,00-

	
	Saldo per 31 Des 2017
	
	318.900.500,00                


Penjelasan Mutasi Tambah / Kurang

a) Pada tahun 2017 pada Aset Tetap Lainnya terdapat Belanja Modal Sebesar Rp. 185.327.000,00  yang terdiri dari :
· Belanja modal pembelian alat korp musik  sebesar Rp. 180.327.000,00

· Belanja modal pembuatan video audit keselamatan jalan Rp. 5.000.000,00
b) Reklasifikasi pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 61.280.000,00 terdiri dari :

· Reklas dari Aset tetap lainnya ke aset tidak bermamfaat sebesar Rp. 56.280.000,00

· Reklas dari aset tetap lainya ke peralatan dan mesin berupa pembuatan video audit keselamatan sebesar Rp. 5.000.000,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang  aktiva tetap  Aset Tetap Lainnya  per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 .
	Perkiraan
	2017
	2016


6. Konstruksi dalam Pengerjaan     


              59.060.000,00
             59.060.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan  milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  yang terdaftar di SKPD Dinas perhubungan per 31 Desember 2017 dan  2016 .
a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 59.060.000,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.
b) Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Mutasi Tambah-Kurang      
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	
	      59.060.000,00
	                           0,00
	                           0,00
	      59.060.000,00


	Saldo Audited 2016
	59.060.000,00

	Mutasi Tambah
	

	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	-

	Reklasifikasi 
	-

	
	 

	Total Mutasi Tambah
	0,00

	 
	

	Mutasi Kurang
	

	Reklasifikasi

Eliminasi
	0,00

	Total Mutasi Kurang
	0,00

	 
	

	Total Mutasi
	0,00

	Saldo per 31 Des 2017
	59.060.000,00


Penjelasan Mutasi Tambah/Kurang 

Tidak terdapat mustasi tambah maupun mutasi kurang pada periode 2017 terhadap aset kontruksi dan pengerjaan.
Rekapitulsi  mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.    
	Perkiraan
	2017
	2016


7. Akumulasi Penyusutan 



       (14.511.657.771,13)
      (12.165.467.110,81)

Terdiri dari :

· Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin
        (9.164.480.667,67)
         (8.649.571.237,57)

· Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan   
        (5.243.839.703,46)
         (3.432.926.373,24)

· Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
           (103.337.400,00)                  (82.969.500,00)  

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Akm.Peralatan dan Mesin
	(8.649.571.237,57)
	(835.232.000,00)
	(320.322.570,00)
	(9.164.480.667,67)

	
	
	
	
	

	Akm.Gedung dan Bangunan
	(3.432.926.373,24)
	(2.700.713.052,46)
	  (889.799.722,24)
	(5.243.839.703,46)

	
	
	
	
	

	Akm.Jln Irigasi & Jaringan
	0
	(1.565.000.000,00)
	(1.565.000.000,00)
	0

	Akm Aset Tetap Lainnya
	(82.969.500,00)
	(44.265.400,00)
	(23.897.500,00)
	(103.337.400,00)

	
	
	
	
	

	Jumlah Akm Penyusutan
	(12.165.467.110,81)
	(5.145.210.452,46)
	(2.799.019.792,24)
	(14.511.657.771,13)


	Uraian
	Peralatan & Mesin
	Gedung & Bangunan
	Jln Irigasi & Jaringan
	Aset Tetap Lainnya

	SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016 (NERACA )
	8.649.571.237,57
	3.432.926.373,24
	0,00
	82.969.500,00

	· JUMLAH KOREKSI TAMBAH:
	369.617.542
	2.442.525.492,00
	-
	-

	· Kurang Catat/tdk tercatat
	
	
	
	

	· Hibah dr Pihak Ketiga
	15.364.400,00
	877.525.492,00
	1.565.000.000,00
	

	· Mutasi antar SKPD
	198.467.502,00
	
	
	

	· Reklasifikasi
	155.785.640,00
	1.565.000.000,00
	
	

	· Koreksi + Saldo Awal
	-
	-
	
	

	· JUMLAH KOREKSI KURANG:
	320.322.570,00
	889.799.722,00
	-
	-

	· Double Record
	
	
	
	

	· Hibah
	
	
	
	

	· Penghapusan
	
	
	
	

	· Mutasi antar SKPD
	318.522.570,00
	645.022.240,00
	-
	

	· Reklasifikasi
	
	244.777.482,00
	1.565.000.000,00
	

	· Koreksi – Saldo Awal
	
	
	
	23.897.500,00

	· BM. Yg tdk Dikapitalisir
	1.800.000,00
	
	
	

	· BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017
	465.614.458,10
	258.187.560,22
	-
	44.265.400,00

	· SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 17
	9.164.480.667,67
	5.243.839.703,46
	-
	103.337.400,00


Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Hibah dari pihak ketiga Rp. 2.457.889.892,00 terdiri dari
· Peralatan dan Mesin Rp. 15.364.400,00

· Gedung dan Bangunan Rp. 877.525.492,00

· Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 1.565.000.000,00

b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 198.467.502,00 berupa penyusutan peralatan dan mesin
· Mutasi dari biro humas Rp. 121.000.002,00

· Mutasi dari sekwan Rp. 77.467.500,00
c) Reklas  Rp. 1.720.785.640,00 terdiri dari

· Dari aset tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin Rp. 155.785.640,00
· Dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan Rp. 1.565.000.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 963.544.810,00 terdiri dari 
· ke Kominfo senilai Rp. 318.522.570,00 berupa penyusutan peralatan dan mesin
· ke Kesbang senilai Rp. 605.710.240,00 berupa penyusutan gedung dan bangunan

· ke Kominfo senilai Rp. 39.312.000,00 berupa penyusutan gedung dan bangunan

b) Hibah dari/ke pihak ketiga senilai Rp. 19.440.000,00 terdiri dari
· Hibah yang tidak dikapitalisir Rp. 1.800.000,00 berupa penyusutan peralatan dan mesin (printer) dari kabupaten pesisir selatan
· Hibah ke pihak ketiga senilai Rp. 17.640.000,00 berupa penyusutan aset yang dipakai pihak lain

c) Reklas  senilai Rp. 1.744.683.140,00 terdiri dari
· Reklas berupa penyusutan gedung dan bangunan Rp. 155.785.640,00 ke aset tetap lainnya
· Reklas berupa penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 1.565.000.000,00 ke gedung dan bangunan
· Reklas berupa penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 23.897.500,00 ke aset tidak bermamfaat
d) Usulan penghapusan senilai Rp. 23.100.000,00 berupa penyusutan gedung dan bangunan di hibahkan ke kabupaten sijunjung.
Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, ASet Tetap Lainnya.
ASET LAINNYA
	Perkiraan
	2017
	2016


8. Aset Tidak Berwujud                                                             1.008.242.200,00              1.008.242.200,00               
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016.
Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 1.008.242.200,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Tidak Berwujud
	1.008.242.200,00
	0,00
	0,00
	1.008.242.200,00

	Akm Amortisasi
	(879.248.440,00)
	(32.248.440,00)
	0,00
	(911.496.880,00)

	Nilai Buku
	128.993.760,00
	(32.248.440,00)
	0,00
	96.745.320,00


Penjelasan Mutasi Tambah 
1) Beban Peyusutan Aset Tidak Berwujud tahun 2017 senilai Rp. 32.248.440,00
Rekapitulasi Mutasi Tambah  dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.
	Perkiraan
	2017
	2016


9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
                 911.496.880,00
              879.248.440,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud  posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	
	879.248.440,00
	32.248.440,00
	0’00
	911.496.880,00


	Uraian
	Nilai

	SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2016 (NERACA )
	879.248.440,00

	· JUMLAH KOREKSI TAMBAH:
	0,00

	· Kurang Catat/tdk tercatat
	

	· Hibah dr Pihak Ketiga
	

	· Mutasi antar SKPD
	

	· Reklasifikasi
	

	· Koreksi + Saldo Awal
	

	· JUMLAH KOREKSI KURANG:
	

	· Double Record
	

	· Hibah
	

	· Penghapusan
	

	· Mutasi antar SKPD
	

	· Reklasifikasi
	0’00

	· Koreksi - Saldo Awal
	

	· BEBAN AMORTISASI TAHUN 2016
	32.248.440,00

	· SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 17
	911.496.880,00


Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

1) Beban Amortisasi senilai Rp. 32.248.440’00
	Perkiraan
	2017
	2016 


10. Aset Lain-Lain                                                                             53.298.500,00
                25.608.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan  2016
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Tidak Bermanfaat
	0,00
	3.601.122.758,00
	3.569.940.258,00
	31.182.500,00

	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
	465.608.000,00
	0,00
	3.492.000,00
	447.968.000,00

	Total
	479.150.500,00


Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 31.182.500,00 Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 447.968.000,00
Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat
Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 31.182.500,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2017 .

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Tidak Bermanfaat
	16.700.000,00
	3.715.212.100,00
	3.658.932.100,00
	72.980.000,00

	Akm Penyusutan
	16.700.000,00
	114.089.342,00
	88.991.842,00
	41.797.500,00

	Nilai Buku
	0
	3.601.122.758,00
	3.569.940.258,00
	31.182.500,00


Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah 
      Penambahan Nilai Bukunya senilai Rp. 3.601.122.758,00,- terdiri dari
· Reklas dari Tanah senilai Rp. 325.840.000,00

· Reklas dari Gedung dan Bangunan senilai Rp. 3.244.100.258,00

· Reklas dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 32.382.500,00

· Beban Penyusutan Rp. 1.200.000,00
Penjelasan Mutasi kurang 

Pengurangan Nilai Bukunya senilai Rp. 3.569.940.258,00,- terdiri dari
· Hibah ke Pihak Ketiga senilai Rp. 80.200.000,00

· Penghapusam dengan SK Gubernur senilai Rp. 3.489.740.258,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah  dan kurang Aset Tidak Bermamfaat dapat dilihat pada Lampiran 18.

2) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
Dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 465.608.000,00 dicatat berdasarkan nilai neraca awal 2005 Rp. 465.608.000,00 dan harga perolehan 2005 sd 2017 senilai Rp. 447.968.000,00, sbb:

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
	465.608.000,00
	0,00
	17.640.000,00
	447.968.000,00

	Akm Penyusutan
	(440.000.000,00)
	(3.492.000,00)

	(17.640.000,00)
	(425.852.000,00)

	Nilai Buku
	25.608.000,00
	(3.492.000,00)
	0,00
	22.116.000,00


Rekaptulasi  Mutasi Tambah  dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain   dapat dilihat pada Lampiran 18

	
	Saldo Audited 2016
	
	465.608.000,00

	
	Mutasi Tambah
	
	

	
	Belanja Modal tahun 2017
	
	-

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
	
	-

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	-

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	-

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	0,00

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	-

	
	Total Mutasi Tambah
	
	0,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	-

	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	-

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	17.640.000,00

	
	Penghapusan
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	0,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	17.640.000,00

	
	Total Mutasi
	
	(17.640.000,00)

	
	Saldo per 31 Des 2017
	
	447.968.000,00


Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
Penjelasan Mutasi kurang 

a) Hibah Ke Pihak Ketiga Senilai Rp. 17.640.000,00 ke kabupaten sijunjung
Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat:
Penjelasan Mutasi Tambah
a) Beban Penyusutan Tahun 2017 Rp. 3.492.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang
b) Hibah  Pihak Ketiga Senilai Rp. 17.640.000,00 ke kabupaten sijunjung berupa Peralatan sk hibah No. 030-1007-2017 
Rekapitulasi Mutasi Tambah  dan kurang Aset Tidak Bermamfaat dapat dilihat pada Lampiran 18.


5.1.2. KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	Perkiraan
	2017
	2016 


1. Utang Belanja


                                           378.235.641,00
             608.945.573,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada  pemberi jasa dan PNS  per 31 Desember 2017 dan  2016 .   Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

· Utang belanja pegawai
  

Rp. 361.811.636,00

 

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebeser Rp. 182.098.818,00 dan bulan Desember sebesar Rp.  179.712.818,00. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tgl 24 Februari 2015  tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan  pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Utang Belanja Pegawai
	593.956.593,00
	361.811.636,00
	593.956.593,00
	361.811.636,00


Penambahan sebesar Rp. 361.811.636,00 adalah utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November 2017 sebeser Rp. 182.098.818,00 dan bulan Desember 2017 sebesar Rp.  179.712.818,00.

Pengurangan sebesar Rp. 593.956.593,00 adalah pembayaran utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November 2016 sebeser Rp. 308.283.295,00 dan bulan Desember 2015 sebesar Rp.  308.002.805,00 .

· Utang belanja barang dan Jasa 

Rp. 16.424.005,00
Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2017 yang dibayarkan bulan Januari  2016.

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Utang Belanja Barang dan Jasa
	14.988.980,00
	16.424.005,00
	14.988.980,00
	16.424.005,00


Penambahan sebesar Rp 16.424.005,00 adalah beban :

tagihan rekening listrik


Rp.     13.458.446,00
tagihan rekening air


Rp.       1.124.900,00
tagihan rekening  telephone 
              Rp.       1.840.659,00
untuk bulan desember 2016.
Pengurangan  sebesar Rp 14.988.980,00 adalah beban 
tagihan rekening listrik


Rp.     9.580.755,00

tagihan rekening air


Rp.     3.403.600,00

tagihan rekening  telephone 
              Rp.     1.918.856,00

yang diyarkan pada bulan Januari 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.
5.1.3. EKUITAS 
	Perkiraan
	2017
	2016


                                                                                             32.807.814.176,07
35.192.230.183,39
2. Ekuitas

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat  per 31 Desember 2017 dan  2016.  Ekuitas ini terdiri dari:

	32.807.814.176,07
	35.192.230.183,39

	(20.221.032.804,32)
	(33.969.449.135,60)

	20.221.032.804,32
	33.969.449.135,60

	(19.581.718.987,00)
	(36.375.587.710,00)

	19.581.718.987,00
	36.375.587.710,00


· Ekuitas




· Surplus/Defisit LO

 
· Perubahan SAL                                                                                                       
· Surplus/Defisit LRA                                                                                                  

· RK/PPKD                                                                                                                  
Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

	Perkiraan
	2017
	2016 


1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO                                  168.246.200
             833.983.200
Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan  Retribusi Daerah  -LO dalam Tahun 2017 dan Tahun 2016. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 665.737.000  hal ini disebabkan terjadi pada retribusi PKB-Mobil Bus-Micro Bus hal ini disebabkan karena target retribusi untuk jenis Retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bukan lagi menjadi Kewenangan Dinas perhubungan provinsi.

Pendapatan ini terdiri dari: 
	Jenis Pendapatan
	Anggaran Rp.
	Realisasi

	
	
	Rp.
	%

	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	

	Pendapatan Retribusi Daerah
	141.100.000
	168.246.200
	119,24

	Retribusi Pemakaian  Kekayaan Daerah
	6.100.000
	12.850.000
	210,66

	 - Kendaraan Bermotor
	6.100.000
	12.850.000
	

	Retribusi Izin Trayek
	135.000.000
	155.396.200
	115,11

	- Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi
	135.000.000
	155.396.200
	

	Jumlah
	141.100.000
	168.246.200
	119,24


5.3.2 BEBAN

Beban Operasi 
	Perkiraan
	2017
	2016 


a. Beban Pegawai                                                      10.854.293.501                   17.072.532.643
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban  Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

	No.
	Uraian
	Realisasi 2017

	A
	Beban Pegawai - LO
	10.854.293.501,00 

	A.1
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO
	8.638.343.190,00 

	 
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
	7.151.457.840,00 

	 
	Tunjangan Keluarga - LO
	576.051.474,00 

	 
	Tunjangan Jabatan - LO
	231.250.000,00 

	 
	Tunjangan Fungsional Umum - LO
	307.215.000,00 

	 
	Tunjangan Beras - LO
	364.924.380,00 

	 
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
	7.349.582,00 

	 
	Pembulatan Gaji - LO
	94.914,00 

	A.2
	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
	2.211.807.311,00 

	 
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja  - LO
	2.211.807.311,00 

	A.3
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
	4.143.000,00 

	 
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
	93.000,00 

	 
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
	4.050.000,00 


Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 1.425.000,00 yang terdiri dari : 
	No. 
	Uraian
	Jumlah

	1
	Keterlanjuran Pembayar Tunjangan Jabatan Esselon IV An. INDRA MULYADI, SE Bulan Januari 2017
	355.000,00

	2
	KeKeterlanjuran Pembayar Tunjangan Jabatan Esselon IV An. SRI OKTAVIRAS, SE. MM Bulan Januari 2017
	    720.000,00

	3
	Keterlanjuran Pembayar Tunjangan Jabatan Esselon IV An. SUBEKTI BAKHTRIS, SE. MM Bulan Januari 2017
	350.000,00

	Total
	1.425.000,00  


Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:
	Objek Belanja LRA/LO
	Belanja Pegawai LRA
	Beban Pegawai LO
	Selisih +/-

	· Gaji dan tunjangan
	8.638.343.190,00
	8.638.343.190,00
	0,00

	· Tambahan Penghasilan PNS
	2.197.228.046,00
	2.211.807.311,00
	14.579.265,00

	· Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
	4.143.000,00
	4.143.000,00
	0,00

	Jumlah
	10.839.714.236,00
	10.854.293.501,00
	14.579.265,00


Penjelasan selisih:

a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp. 182.098.818,00 dan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 179.712.818,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2017 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2018 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2017.

b Jurnal penyesuaian semester 1 berkenaan dengan pembayaran Utang Belanja Pegawai Rp. 631,974,393,00 tahun 2017 yang dibayarkan pada bulan januari dan feberuari tahun 2017.
	Objek Belanja LRA/LO
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Tambahan Penghasilan Berdasarkan BK - LO
	- 
	347.232.371
	 
	- 
	- 
	347.232.371

	tambahan Penghasilan berdasarkan BK - LO
	- 
	 
	361.811.636
	- 
	361.811.636
	- 

	Jumlah
	-
	347.232.371
	361.811.636
	-
	361.811.636
	347.232.371


	Perkiraan
	2017
	2016 


b. Beban Barang & Jasa                                               8.731.177.645,00           16.547.824.015,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban  Barang dan Jasa ini terdiri dari :

	No.
	Uraian
	Realisasi 2017

	B
	Beban Barang dan Jasa
	8.731.177.645,00 

	B1
	Beban Bahan Pakai Habis
	2.048.046.716,00 

	 
	Beban Persediaan alat tulis kantor
	117.158.600,00 

	 
	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
	31.590.844,00 

	 
	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya
	5.814.000,00 

	 
	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	19.483.500,00 

	 
	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	116.872.772,00 

	 
	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
	8.453.000,00 

	 
	Beban Seminar Kit Peserta
	6.050.000,00 

	 
	Beban Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)
	800.000,00 

	 
	Beban peralatan/perlengkapan pakai habis
	1.741.824.000,00 

	B2
	Beban Persediaan Bahan/ Material
	62.900.000,00 

	 
	Beban Bahan Pengujian Kendaraan
	62.900.000,00 

	B3
	Beban Jasa Kantor
	382.510.456,00 

	 
	Beban Jasa telepon
	47.234.907,00 

	 
	Beban Jasa air
	23.359.550,00 

	 
	Beban Jasa listrik
	117.204.315,00 

	 
	Beban Jasa surat kabar/majalah
	15.840.000,00 

	 
	Beban Jasa Publikasi
	26.750.000,00 

	 
	Beban  jasa akomodasi
	78.910.000,00 

	 
	Beban  pajak bumi dan bangunan
	903.584,00 

	 
	Beban Transportasi
	72.308.100,00 

	B4
	Beban Premi Asuransi
	32.375.400,00 

	 
	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
	32.375.400,00 

	B5
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
	125.684.250,00 

	 
	Beban Jasa Service
	28.440.000,00 

	 
	Beban Penggantian Suku Cadang
	72.392.400,00 

	 
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
	12.900.000,00 

	 
	Beban Jasa KIR
	149.300,00 

	 
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
	11.802.550,00 

	B6
	Beban Cetak dan Penggandaan
	219.545.950,00 

	 
	Beban Cetak
	153.848.850,00 

	 
	Beban Penggandaan
	65.697.100,00 

	B7
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	21.168.000,00 

	 
	Beban sewa meja kursi
	8.640.000,00 

	 
	Beban sewa tenda
	12.528.000,00 

	B8
	Beban Makanan dan Minuman
	334.789.000,00 

	 
	Beban makanan dan minuman harian pegawai
	197.731.000,00 

	 
	Beban makanan dan minuman rapat
	63.391.000,00 

	 
	Beban makanan dan minuman pelatihan
	73.667.000,00 

	B9
	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
	185.487.000,00 

	 
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
	185.487.000,00 

	B10
	Belanja Pakaian Kerja
	21.210.000,00 

	 
	Beban pakaian kerja lapangan
	21.210.000,00 

	B11
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
	23.550.000,00 

	 
	Beban pakaian batik tradisional
	3.750.000,00 

	 
	Beban pakaian olahraga
	19.800.000,00 

	B12
	Beban Perjalanan Dinas
	2.770.108.106,00 

	 
	Beban perjalanan dinas dalam daerah
	1.797.521.890,00 

	 
	Beban perjalanan dinas luar daerah
	972.586.216,00 

	B13
	Beban Pemeliharaan
	480.131.100,00 

	 
	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin
	49.328.500,00 

	 
	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan
	384.926.000,00 

	 
	Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	20.181.600,00 

	 
	Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
	25.695.000,00 

	B14
	Beban Jasa Konsultasi
	78.628.000,00 

	 
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
	44.506.000,00 

	 
	Beban jasa konsultansi teknologi informasi
	34.122.000,00 

	B15
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
	72.497.000,00 

	 
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
	72.497.000,00 

	B16
	Honorarium PNS
	311.962.900,00 

	 
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
	21.100.000,00 

	 
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
	68.480.000,00 

	 
	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO
	123.400.000,00 

	 
	Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO
	41.400.000,00 

	 
	Honorarium Pengelola SIPKD - LO
	42.000.000,00 

	 
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan - LO
	12.550.000,00 

	 
	Honorarium Pengelola Bahan Kepustakaan/Arsip - LO
	3.032.900,00 

	B17
	Honorarium Non PNS
	880.488.220,00 

	 
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
	28.450.000,00 

	 
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan - LO
	75.600.000,00 

	 
	Beban Jasa Moderator
	5.000.000,00 

	 
	Beban Jasa Penguji
	2.800.000,00 

	 
	Beban Jasa Anggota Korp Musik
	171.330.000,00 

	 
	Beban Jasa MC/Pembawa Acara
	2.500.000,00 

	 
	Beban Pembaca Doa/Al-Quran
	1.650.000,00 

	 
	Beban Jasa Pengamanan Kantor
	255.607.560,00 

	 
	Beban Jasa Petugas Kebersihan
	255.841.560,00 

	 
	Beban Jasa Sopir
	70.859.100,00 

	 
	Beban Jasa Peliputan
	6.600.000,00 

	 
	Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan
	4.250.000,00 

	B18
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	16.250.000,00 

	 
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga - LO
	16.250.000,00 

	B19
	Beban Jasa Lembaga
	365.637.410,00 

	 
	Beban jasa lembaga pengamanan
	289.322.410,00 

	 
	Beban jasa lembaga penyedia sopir
	76.315.000,00 

	B20
	Beban Kontribusi
	34.460.000,00 

	 
	Beban Kontribusi Pelatihan/Magang
	34.460.000,00 

	B21
	Beban Jasa Lainnya
	263.748.137,00 

	 
	Beban Jasa Cleaning Service
	260.148.137,00 

	 
	Beban Jasa Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman
	3.600.000,00 

	B22
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	465.614.458,10 

	 
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.
	465.614.458,10 

	B23
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
	258.187.560,22 

	 
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.
	258.187.560,22 

	B24
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
	44.265.400,00 

	 
	Beban Penyusutan Aset Tetap Laiennya.
	44.265.400,00 

	B25
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
	32.248.440,00 

	 
	Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya
	32.248.440,00 

	B26
	Beban Penyusutan Aset Laiennya.
	3.492.000,00 

	 
	Beban Penyusutan Aset Laiennya..
	3.492.000,00 


Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto dan tidak ada pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2017.
Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb: 
	Objek belanja RLA/LO
	Belanja Brg/Jasa LRA
	Beban Brg/Jasa LO
	Selisih +/-

	Beban Bahan Pakai Habis
	  2.082.910.116,00 
	2.048.046.716,00 
	  (34.863.400,00)

	Beban Persediaan Bahan/ Material
	                            -   
	      62.900.000,00 
	     62.900.000,00 

	Beban Jasa Kantor
	     380.989.662,00 
	    382.510.456,00 
	      1.520.794,00 

	Beban Premi Asuransi
	       32.375.400,00 
	      32.375.400,00 
	                          -   

	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
	     125.684.250,00 
	    125.684.250,00 
	                          -   

	Beban Cetak dan Penggandaan
	     206.207.650,00 
	    219.545.950,00 
	    13.338.300,00 

	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
	       21.168.000,00 
	     21.168.000,00 
	                          -                           

	Beban Makanan dan Minuman
	     334.789.000,00 
	   334.789.000,00 
	                          -   

	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
	     185.487.000,00 
	   185.487.000,00 
	                          -   

	Belanja Pakaian Kerja
	       21.210.000,00 
	      21.210.000,00 
	                          -   

	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
	       23.550.000,00 
	     23.550.000,00 
	                          -   

	Beban Perjalanan Dinas
	  2.770.108.106,00 
	2.770.108.106,00 
	                          -   

	Beban Pemeliharaan
	     480.131.100,00 
	   480.131.100,00 
	                          -   

	Beban Jasa Konsultasi
	       78.628.000,00 
	    78.628.000,00 
	                          -   

	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
	       72.497.000,00 
	     72.497.000,00 
	                          -   

	Honorarium PNS
	     311.962.900,00 
	   311.962.900,00 
	                          -   

	Honorarium Non PNS
	     880.488.220,00 
	   880.488.220,00 
	                          -   

	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	       16.250.000,00 
	      16.250.000,00 
	                          -   

	Beban Jasa Lembaga
	     365.637.410,00 
	   365.637.410,00 
	                          -   

	Beban Kontribusi
	      34.460.000,00 
	     34.460.000,00 
	                          -   

	Beban Jasa Lainnya
	    263.748.137,00 
	    263.748.137,00 
	                          -   


Penjelasan selisih:

· Penyesuaian persediaan  pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

	Objek Belanja LRA/LO
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Beban bahan pengujian kendaraan
	62.900.000
	 
	 
	 
	62.900.000
	 

	Beban Cetak
	17.701.300
	 
	 
	
	17.701.300 
	

	Beban persediaan Alat Tulis Kantor
	 
	18.196.000
	 
	
	 
	18.196.000

	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
	 
	7.725.500
	 
	
	 
	13.858.000

	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	 
	3,550,175
	
	 
	 
	3.550.175 

	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	
	
	3.550.175
	
	 3.550.175
	

	Beban Persediaan alat tulis kantor
	
	
	
	2.809.400 
	
	2.809.400 

	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
	
	
	
	6.132.500 
	
	6.132.500 

	Beban Cetak
	
	
	
	4.363.000
	
	4.363.000

	Jumlah
	80.601.300
	25.921.500
	3.550.175
	4.363.000
	62.900.000
	30.284.500


· Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember  2017 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2017.
	Objek Belanja LRA/LO
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Beban Jasa air
	 
	3.403.600
	 
	 
	 
	3.403.600

	Beban Jasa telepon
	 
	1.918.856 
	1.840.659
	 
	1.840.659
	1.918.856 

	Beban Jasa air
	 
	0 
	1.124.900
	 
	1.124.900
	0 

	Beban Jasa listrik
	 
	9.580.755 
	13.458.446
	 
	13.458.446
	9.580.755 

	Jumlah
	-
	14.903.211
	16.424.005
	0
	16.424.005
	14.903.211


	Perkiraan
	2017
	2016 


c. Beban Penyusutan dan Amortisasi                         803.807.858,32             1.183.075.677.60
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban  Penyusutan dan Amortisasi  ini terdiri dari :

	· Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	465,614,458.10
	685.397.469,76

	· Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
	258,187,560.22
	283.137.767,84

	· Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
	44,265,400.00
	9.400.000,00

	· Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
	32,248,440.00
	201.648.440,00

	· Beban Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
	3,492,000.00
	3.492.000,00


Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 
5.4.  PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

	Perkiraan
	2017
	2016 


1. Ekuitas Awal



      35,192,230,183.39
      61,277,123,741.99
2. Surplus/Defisit LO


                    (20.221.032.804,32)         (33.969.449.135,60)
3. RK PPKD                                                                   19.581.718.987,00            36.375.587.710,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
/Kesalahan Mendasar                                           (1.745.102.190,00)        (28.491.032.133,00)
5. Ekuitas Akhir



       32.807.814.176,07            35,192,230,183.39
Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 35,192,230,183.39 
adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca  per 31 Des 2016.

2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (20.221.032.804,32) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2017
3. RK PPKD sebesar Rp. 19.581.718.987,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2017 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar       Rp.    (1.745.102.190,00)
· Koreksi Utang Tahun Lalu 



              Rp       246.809.991,00
· Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya 

                             Rp.    7.288.472.587,00
· Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya                                               Rp.   (9.280.384.768,00)
·  Selisih Revaluasi Aset Tetap    


                             Rp.                        0,00
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 32.807.814.176,07 adalah saldo Ekuitas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017.
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang

2. Beban Dibayar Dimuka

3. Pendapatan Diterima Dimuka

4. Utang Belanja 

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi

2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas  dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

	Jenis Pendapatan/ Belanja
	LRA
	LO
	Selisih

	Pendapatan Daerah
	   141.100.000,00
	   141.100.000,00
	0,00

	· Pendapatan Pajak
	
	
	

	· Pendapatan Retribusi
	141.100.000,00
	   141.100.000,00
	0,00

	· Lain-lain PAD Yg Sah
	
	
	

	Jumlah Pendapatan
	141.100.000,00
	141.100.000,00
	0,00

	Belanja Operasi
	
	
	

	· Belanja Pegawai
	10.839.714.236,00
	10,854,293,501.00
	14.579.265,00

	· Belanja Brg & Jasa
	8.688.281.951,00
	8,731,177,645.00
	42.895.694,00

	· Belanja Modal
	221.969.000,00
	221.969.000,00
	0,00

	· Beban Penyusutan & Amortisasi
	0,00
	803,807,858.32
	803,807,858.32

	· Beban Penyisihan Piutang
	0,00
	0,00
	0,00

	Jumlah Beban Operasi
	19.527.996.187,00
	20,389,279,004.32
	861.282.817,32


Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Prop Sumbar sebagai unsure pelaksana teknis pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prop Sumbar sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
· Kepala Dinas

· Sekretariat :

· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

· Sub Bagian Program dan Keuangan
· Bidang Keselamatan Angkutan Darat

· Seksi Teknis Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan
· Seksi Pengendalian Operasional

· Bimbingan Keselamatan
· Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian :

· Seksi Angkutan 

· Seksi Lalu Lintas

· Seksi Perkeretaapian

· Bidang Perhubungan Laut dan Udara
· Seksi Angkutan laut  dan Keselamatan Pelayaran

· Seksi Kepelabuhanan
· Seksi Keudaraan
C.
Aspek Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat

1.
Peran Dinas Perhubungan propinsi Sumatera Barat sebagai Pelaksana  Tehknis Perhubungan di daerah.


Sesuai Peraturan Daerah Propinsi  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat, tugas pokok Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat  adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintah Propinsi Sumatera Barat dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapai sarana dan prasarana perhubungan secara bertahab baik sector darat, laut, dan udara.




Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekosentrasi di Bidang Perhubungan Darat, Laut, Udara. 




Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah propinsi di bidang Perhubungan mempunyai cakupan  yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Komposisi Desember 2017 sebanyak 124 orang.
BAB VII

P E N U T U P
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 Berbasis Akrual telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna dalam arti belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Berbasis Akrual telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 Berbasis Akrual juga memperhatikan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 



Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.
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